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ABSTRAK

Nama : Aldi Munandar

NIM : 180102140

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi - Jual Beli Motor Bodong Di Kalangan Masyarakat Kecamatan
Seunagan Dalam Perspektif Akad Ba i Al-Musawwamah

Tebal Skripsi . 76 Halaman

Pembimbing | : Dr. lur Chairul Fahmi, MA

Pembimbing Il : Hajarul Akbar, M. Ag

Kata Kunci : Jual Beli Motor, Bodong, Ba’i Al-Musawwamah.

Pada perkembangan perdagangan jual beli motor yang begitu maju dan
persaingan yang sangat melesat ini terdapat perdagangan dengan jalan sehat
atau dengan banyak kekurangan. Pasalnya di Kecamatan Seunagan tepatnya
pada Gampong Nigan dalam transaksi jual beli motor mengikat bagi penjual
dan pembeli. Hanya saja ketika transaksi jual beli motor itu harus sempurna
dengan cara yang bisa menghilangkan perselisian antara individu, namun jual
beli motor bodong yang dimaksud kelengkapan pada surat-surat motor tidak
lengkap maka syariah telah melarang individu untuk melakukan jual beli itu
dikarenakan ada dampak bagi si pembeli. Jual beli motor bodong Kecamatan
Seunagan Gampong Nigan merupakan suatu bentuk transaksi muamalah yang
diatur dalam hukum jual beli maka ada beberapa ketentuan syarat dan rukun
yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli agar jual beli tersebut dianggap
sah menurut ketentuan jual beli. Salah satu ketentuan yang harus dipenuhi
yaitu objeknya harus jelas dan tidak mengandung unsur efek kerugian bagi si
pembeli. Objek jual beli harus jelas, karena objek merupakan salah satu rukun
akad. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana keabsahan transaksi
jual beli motor bodong Kecamatan Seunagan Gampong Nigan dalam hukum
positif dan apa faktor penyebab terjadinya transaksi jual beli motor bodong di
Kecamatan Seunagan gampong Nigan Sedangkan menurut perspektif akad
Ba i Al-Musawwamah terhadap praktek jual beli motor bodong Kecamatan
Seunagan Gampong Nigan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian
kualitatif Hasil penelitian menunjukkan jual beli motor bodong ini bahwa
penjual benar menjual motor dengan tidak memeliki surat-surat kedaraan
bermotor dalam hukum positif, menerangkan bahwa transaksi jual beli
tersebut tidak sah karena transaksi tersebut tidak memenuhi syarat sah jual
beli. Faktor terjadinya transaksi jual beli motor bodong di Kecamatan
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Seunagan Gampong Nigankarena faktor pekerjaan, faktor perekonomian dan
faktor kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum jual beli motor
bodong dan akibatnya dalam hukum positif. Akan tetapi dalam akad Ba i Al-
Musawwamah terhadap praktek jual beli motor bodong masyarakat
Kecamatan Seunagan Gampong permasalahanya ialah transaksi tersebut
diperbolehkan dikarenakan ada tawar menawar mengenai kondisi motor serta
penjual dan pembeli sepakat akan kekurangan itu dalam hal ini sah karena
pembeli menyetujui jika terjadi permasalahan yang akan datang.
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TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor: 158 Tahun 1987 — Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang

satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin ialah penyalinan huruf-huruf

Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fenom konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab

dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan

dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan Sebagian lagi

dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasi dengan huruf latin.

No. | Arab | Latin

Ket

No.

Arab

Latin

Ket

Tidak
dilambangkan

) 1

t dengan
titik di
bawahn
ya

VY

z
dengan

titik di
bawahn
ya

YA

Koma
terbalik
(diatas)




S dengan
4 2 S iti i e | ¢
< S titik di d Gh Ge
atasnya
5 g |J ela [F O Ef
h dengan Ki
6 d h titik di| Yy | & Q
bawahnya
7 C Kh YAY, il K Ka
8 2 D YY1 d El
z dengan Em
9 3 Z titik di| Y¢ |a M
atasnya
10 | R LY 1S N En
11 |3 Z Y19 wW We
12 | o« S YV e H Ha
13 |& | Sy YA |s ; fpos"o
14 s dengan ¢ Y Ye
ol S titik di 29
bawahnya
15 d dengan
ol d titik di
bawahnya
2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.




1. Vokal tunggal

Vokal tnggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
- fathah A A

-y Kasrah I I

& dammah U U

2. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan

antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama huruf Gabungan huruf Nama
..(58 fathah dan ya’ Ai adan i
5{;;. fathah dan wau Au adanu

Contoh:

¢ -kataba
Jv -fa‘ala
j/f;b -zukira
dﬂz,\; -yazhabu
Je -sulila
xS kaifa

Jy» -haula

Xi




3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan
Huruf

Nama

Huruf dan Tanda

Nama

VA st fathah dan alif atau ya’ | A a dan garis di atas
L8 kasrah dan ya’ [ i dan garis di atas
% dammah dan wau U u dan garis di atas
Contoh:

J G -qala

2 -rama

B -gila

j}}w -yaqiilu

4. Ta’ marbiitah

Transliterasi untuk ta@ 'marbiitah ada dua:

1) Ta’ marbitah hidup

ta’ marbitah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan

dammabh, transliterasinya adalah ‘t’.

2). Ta’ marbitah mati

ta’ marbiutah yang mati atau mendapat harakat yang sukun,

transliterasinya adalah ‘h’.

3). Kalau dengan kata yang terakhir adalah ta’ marbutah itu

ditransliterasikan dengan ha (h).




Contoh:

J UYLy -raud ah al-agfal

-raud atul atfal

2

5540 15us)l -al-Madmah al-Munawwarah
-AL-Madinatul-Munawwarah

islb  -alhah

5. Syaddah (Tasydzd)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan degan
sebuah tanda, tanda Syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda
syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan

huruf yang diberi tanda syaddabh itu.

Contoh:
&; -rabbana
S5 -nazzala
gl -al-birr
. -al-hajj

PR ‘

-nu‘ ‘ima
6. Katasandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
yaitu ( J'), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata
sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti

huruf gamariyyah.

1). Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah

xiii



Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan
sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang

sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2). Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah ditransliterasikan
sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.
Baik diikuti huruf syamsiyyahi maupunhuruf gamariyyah, kata
sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan

dengan tanda sempang.

Contoh:
2350 -ar-rajulu
v -as-sayyidatu
25 -asy-syamsu
;.12)\ -al-galamu
Zd -al-badr ‘u

35@\ -al-jalalu
7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan
apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan
di akhir kata bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena

dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

P £ .
0545 G -ta’ khuziina

Xiv



8.

Penulisan kata

-an-nau

-syai 'un

-inna

-umirtu

-akala

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah.

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan

maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata

lain yang mengikutinya.

Contoh:

s

St bl

S isleigagt

o/.° ‘ ;0/‘,5‘
s

Ay e

L LLoAglans i o2

el b o0 Lo

Mo gl g i s

-Wa inna Allah lahuwa khair ar-razigin
-Wa innallaha lahuwa khairurrazigin
-Fa auf al-kaila wa al-mizan
-Fa auful-kaila wal- mizan
-Ibrahim al-Khalil
-Ibrahimul-Khalil
-Bismillahi majraha wa mursah
-Wa lillahi ‘ala an-nasi hijju al-baiti
man istata ‘a ilahi sabila
-Walillahi ‘alan-nasi hijjul-baiti

manistatd ‘a ilaihi sabilda
XV



9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital

seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan

untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permualaan kalimat. Bilamana

nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf

kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Bl s 5T el Olaspas

-Wa ma Muhammadun illa rasul

-Inna awwala baitin wud i ‘a linnasi

- lallazi bibakkata mubarakkan

-Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-
Qur’anu

-Syahru Ramad anal-lazi unzila finil
qur’anu

-Wa lagad ra’ahu bil-ufuq al-mubin
Wa lagad ra’ahu bil-ufugil-mubni

-Alhamdu lillGhi rabbi al- ‘alamin

Alhamdu lillahi rabbil ‘alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam

tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf

kapital tidak dipergunakan.
Contoh:

XVi



Y] C"’ A Gara -Nasrun minallahi wa fathun garib

eI -Lillghi al-amru jami ‘an
Lillahil-amru jami ‘an
R “/} g -Wallaha bikulli syai ‘in ‘alim
10. Tajwid
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.
Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman
tajwid.
Catatan:
Modifikasi
1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa
transliterasin seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkn nama-nama lainnya
ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Samad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti

Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayriit; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia tidak ditranslitersikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf
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BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transaksi jual beli dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan hidup, baik
dalam tataran yaitu kebutuhan primer atau daririyyah, kebutuhan sekunder
atau hajiyyah maupun kebutuhan tersier atau taksiniyyah. Dengan
menggunakan akad jual beli terjadi perpindahan kepemilikan dengan
didasarkan pada keinginan para pihak sebagai bentuk surriyah al ‘aqd.! Pada
dasarnya transaksi jual beli dilakukan atas dasar simbiosis mutualisme namun
kadang kala jalinan tersebut tidak berjalan secara linier karena tersembunyi
unsur penipuan baik dalam bentuk tadlis> maupun gharar.?

Dalam jual beli merupakan hal terpenting yang harus ada dalam
transaksi Jual beli. Apabila objek akad berupa benda, maka kejelasan objek
tersebut terkait pada apakah objek tersebut hadir (ada) di majelis akad atau
tidak. Bilamana objek dimaksud (hadir) pada majelis akad, maka kejelasan
objek menurut ahli-ahli hukum Hanafi dan Hambali, cukup dengan
menunjukkan kepada mitra janji sekalipun objek berada dalam tempat

tertutup, seperti gandum atau gula dalam karung. Menurut pendapat kalangan

! Hurriyah al-‘aqd diartikan yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa
setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah
ditentukan dalam undang-undang Syariah dan memasukkan klausul apa saja kedalam akad
yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama
dengan jalan batil. Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2007), him. 84.

2 Tadlis diartikan yaitu transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui
oleh salah satu pihak yang bertransaksi jual beli. M. Sholahuddin, Asas-asas Ekonomi Islam,
(Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), him. 188.

3 Gharar diartikan yaitu suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek
akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih dalam air (tambak).
M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2003), him. 147-148.



imam dari mazhab Maliki, menunjukkan tidak cukup melainkan harus dilihat
secara langsung jika hal itu dimungkinkan. Jika tidak mungkin dilihat cukup
dideskripsikan. pendapat kalangan imam Syafi'i mengharuskan melihat secara
langsung terhadap objek, baik objek itu hadir atau tidak di tempat
dilakukannya akad.*

Setiap orang yang memiliki barang dengan sah berhak memperlakukan
barang tersebut sesuai keinginan pemiliknya, termasuk untuk menjualnya
kepada pihak lain. Suatu benda yang akan dijadikan objek jual beli memiliki
beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu suci, bermanfaat menurut syara',
milik orang yang melakukan akad, mampu diserahkan oleh pihak yang
berakad, mengetahui status barang dan barang dapat diterima oleh pihak yang
melakukan akad.

Pertama, suci (halal dan baik), Islam mengharamkan menjual barang
yang najis, seperti anjing, babi, dan lainnya. Tidak semua barang maupun
benda boleh diperjualbelikan, karena beberapa benda tersebut ada yang najis
zatnya, ada juga yang tidak boleh menjual barang karena hasil dari sesuatu
yang tidak baik.

Kedua, memberi manfaat menurut syara, alasannya adalah yang
hendak diperoleh dari transaksi ini adalah manfaat itu sendiri. Jika barang
tersebut tidak ada manfaatnya, bahkan dapat merusak seperti hewan buas dan
patung, maka tidak dapat dijadikan objek transaksi.®

Ketiga, mampu diserahkan oleh pelaku akad, adapun yang dimaksud
di sini adalah, pihak penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai penguasa)

dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli sesuai

4 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad Dalam
Fikih Muamalah, (Jakarta: Grafindo Persada, 2007), him. 203.

> Ibnu Mas’ud dan Zainal Arifin, Figh Mazhab syafi’I 2, (Bandung: Pustaka Setia,
2007), him. 31.



dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang
kepada pihak pembeli. Barang akad dapat diserahkan oleh pelaku akad secara
syariat atau secara konkret. Objek jual beli dapat diserahterimakan, sehingga
tidak sah menjual burung yang terbang di udara, menjual unta atau sejenisnya
yang kabur dari kandang. Transaksi yang mengandung objek jual beli seperti
ini diharamkan karena mengandung gharar (spekulasi) dan menjual barang
yang tidak dapat diserahkan secara konkret maka tidak sah hukumnya.®

Keempat, mengetahui status barang (kualitas, kuantitas, jenis dan lain-
lain), barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui banyak, masa, atau
jenisnya. Tidak boleh memperjualbelikan sesuatu yang tidak diketahui
kualitasnya dan kuantitasnya mengenai objek transaksi. Alasan larangan
sesuatu yang tidak jelas itu dijelaskan oleh Nabi Muhammad Saw yaitu adanya
unsur penipuan padanya. Suatu transaksi yang terdapat ketidakjelasan di
dalamnya berlawanan dengan prinsip suka sama suka dalam transaksi. Suatu
transaksi apabila salah satu akadnya tidak terpenuhi maka dapat dikatakan
pemenuhan syarat terhadap objek jual beli tidak sempurna dan transaksi
tersebut dapat dikategorikan fasid.” Fasid menurut ahli-ahli hukum Hanafi
adalah akad yang sah menurut pokoknya namun tidak sah sifatnya. Sedangkan
menurut Maliki, Syafi’ dan Hambali sesuatu yang tidak memenuhi syarak
namun dijalankan maka itu adalah sesuatu penentangan (maksiat), sedangkan
penentangan kepada syarak tidak dapat menjadi dasar pemindahan dan
penetapan dan hak milik.

Kelima, barang tersebut dapat diterima oleh pihak yang melakukan
akad, barang sebagai objek jual beli dapat diserahkan pada saat akad

berlangsung. Barang diserahkan pada waktu yang telah disepakati bersama

& Sayyid Sabiq, figih Sunnah, (Bandung: Al-Ma’arif, 1988), him. 129.

7 Syamsul Anwar, Hukum perjanjian Syariah, (Jakarta: Grafindo Persada, 2007),
him. 248.



ketika akad berlangsung.® Persyaratan yang berkenaan dengan objek transaksi
bersifat komulatif, dengan arti keseluruhannya harus terpenuhi dalam suatu
transaksi. Jika ada yang tidak terpenuhi akan menyebabkan pihak-pihak yang
terlibat dalam transaksi akan merasa tidak puas. Akibatnya akan termakan
harta orang lain secara tidak hak.

Motor merupakan salah satu objek yang dapat diperjualbelikan.
Ketentuan kepemilikan motor telah diatur dalam undang-undang
Sebagaimana dalam Pasal 68 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dinyatakan
bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi
dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Motor yang tidak dilengkapi
dengan STNK dan BKPB kepemilikannya dapat dipertanyakan.®

STNK adalah tanda bukti pendaftaran dan pengesahan suatu
kendaraan bermotor berdasarkan identitas yang kepemilikannya telah
terdaftar. STNK di terbitkan oleh SAMSAT vyakni tempat pelayanan
penerbitan atau pengesahan oleh 3 instansi: Polri, Dinas Pendapatan Provinsi
dan PT. Jasa Raharja. STNK merupakan titik tolak kepemilikan yang sah atas
sebuah kendaraan bermotor.

STNK berisikan identitas kepemilikan (nomor polisi, nama pemilik,
alamat pemilik) dan identitas kendaraan bermotor (merek, tipe, jenis/model,
tahun pembuatan, tahun perakitan, warna, nomor kerangka, nomor mesin dan
sebagainya). Masa berlaku STNK adalah 5 tahun. Surat-surat lainnya yang

dapat digunakan sebagai pernyataan kepemilikan kendaraan bermotor yang

8 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2003), him. 124.

9 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Jakarta: Fokus Media, 2009), him. 44,



sah adalah BPKB. BPKB adalah buku yang dikeluarkan oleh Satuan Lalu
Lintas Polri sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor.

Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan di atas, yang harus dipenuhi
dalam transaksi jual beli kendaraan bermotor seharusnya sama seperti pihak
pertama ketika membeli kendaraan bermotor tersebut dalam keadaan baru.
Surat-surat yang lengkap harus ada dan jelas serta dapat diserahterimakan
ketika transaksi kendaraan yaitu STNK, BPKB dan kuintansi.

Transaksi jual beli motor setiap tahunnya mengalami peningkatan,
banyak di sekitar kita yang menyediakan kendaraan bermotor untuk
diperjualbelikan sebagai bentuk respon cepat dari adanya permintaan yang
tinggi dari masyarkat. Selain pihak resmi seperti showroom yang menjadikan
kendaraan bermotor sebagai objek jual beli mereka, ada juga masyarakat yang
menjual kendaraan bermotor mereka dengan berbagai alasan. Dengan begitu
masyarakat dapat memilih apakah akan membeli kendaraan motor baru, bekas
atau bodong. Begitu juga masyarakat Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan
Raya. Gampong Nigan Sebagian masyarakatnya bekerja banyak beraktivitas
kebun artinya masyarakat sangat membutuhkan kendaraan bermotor sebagai
kendaraan untuk menunjang kegiatan perkebunan, karena dinilai
memudahkan mereka dalam pekerjaannya ketika melewati jalan-jalan yang
kecil yang tidak bisa dijangkau oleh mobil.

Dalam istilah motor bodong berarti kendaraan yang beronderdil palsu.
Motor bodong berarti motor yang tidak memiliki surat-surat kendaraan yang
sah dan lengkap, yakni BPKB dan STNK.'® Mungkin saja karena suratnya
hilang, lama tidak meregistrasi ulang. Beberapa kendaraan bermotor yang

dibeli masyarakat tidak semuanya sesuai dengan prosedur yang telah

10 Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/bodong,
diakses 28 Desember 2022.
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ditetapkan pada Pasal 68 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor
22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengenai
kelengkapan dokumen dan tanda pengenal kendaraan. Beberapa motor
tersebut tidak mempunyai STNK maupun BPKB. Kebanyakan motor hanya
mempunyai STNK bahkan ada yang tidak mempunyai surat-surat sama
sekali.™

Maka dari itu, sebelum kita ingin melakukan transaksi jual beli apapun
bentuk barang tersebut, kita harus mengetahui sejauh mana barang yang ingin
kita beli, apakah dalam keadaan cacat fisik, minimnya kualitas, beda jenis,
barang dari sumber terpercaya maupun barang curian. Walau demikian tidak
semua motor bodong tanpa surat-surat yang lengkap adalah hasil dari tindak
kriminal, ada juga beberapa alasan lain seperti kehilangan surat-surat karena
kebakaran, kecopetan, jatuh dan penarikan kendaraan yang dilakukan oleh
pihak tertentu karena tidak dapat melunasi saat melakukan pembelian secara
ansuran dan lain-lain.

Salah satu praktik jual beli motor bodong terjadi di Kabupaten Nagan
Raya tepatnya Kecamatan Seunagan, Gampong Nigan. Transaksi jual beli
motor bodong ini telah berlangsung sejak 2017, yang mana agen motor
bodong dikunjungi pembeli (pemilik lahan perkebunan) untuk melakukan
penawaran terhadap motor bodong yang diperjual belikan. Motor bodong
tanpa adanya surat-surat yang lengkap biasa dibeli dari orang yang berasal dari
Kecamatan tersebut. Pembeli lebih tertarik untuk memilih membeli motor
bodong karena lebih murah dan motor tersebut dibeli hanya untuk kegiatan di
perkebunan, maka dari itu ketika ada pihak yang menawarkan kendaraan

murah walaupun tidak mempunyai surat-surat yang lengkap beberapa

11 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Pasal 68 ayat 1.



masyarakat diantaranya tertarik ingin membelinya. Minimal dalam satu bulan
ada dua orang yang menawarkan motor bodong tanpa surat-surat yang lengkap
kepada agen motor bodong. Motor bodong yang dimiliki bervariasi model dan
mereknya, umumnya motor yang diperjualbelikan seperti Supra X, Revo, dan
berbagai jenis motor Matic. Setiap motor bodong ditawarkan dengan harga
yang bervariasi, seperti motor Supra X biasanya ditawarkan dengan harga
berkisar Rp. 7 juta hingga Rp. 9 juta, Revo biasanya ditawarkan dengan harga
berkisar Rp. 6.5 juta hingga Rp.8 juta, Matic biasanya ditawarkan dengan
harga berkisar Rp. 5 hingga Rp. 8 juta. Model yang masih terbilang baru
namun motor yang ditawarkan sudah tidak mempunyai kelengkapan surat-
surat, membuat setiap masyarakat mempunyai argumen tersendiri mengenai
hal itu.!?

Pada saat transaksi akan berlangsung, penjual terlebih dahulu
menawarkan barang berupa motor bodong kepada pembeli dengan
menjelaskan keadaan barang, dan ketentuan harga yang telah disepakati tanpa
memberitahu harga pokok barang tersebut, kemudian pembeli tertarik untuk
membeli motor bodong tersebut setelah mengecek kondisi dan kelengkapan
surat dari pada motor bodong tersebut. Setelah itu barulah kedua belah pihak
berbincang untuk menentukan kesepakatan harga barang melalui transaksi
Ba i al-Musawwamah, sebagaimana transaksi tersebut sudah lumrah terjadi di
kalangan masyarakat. Berdasarkan transaksi tersebut, tujuan dari pada
masyarakat membeli motor bodong ialah digunakan sebagai keperluan dalam
mempermudah langkah alternatif bekerja di perkebunan sawit. Maka dari pada
itu, masyarakat hanya memerlukan salah satu surat nya saja seperti STNK

sebagai tanda kepemilikan kereta tersebut. masyarakat sekitar berasumsi

12 Hasil wawancara dengan Dek Gam sebagai agen motor bodong, warga Desa
Gampong Nigan, tanggal 30 Oktober 2022.



bahwa ada sebagian yang berpendapat bahwa mungkin saja surat-suratnya
hilang, bahkan ada yang tidak memperdulikan mengenai hal tersebut. Namun
ketika ditanyakan langsung kepada pihak penjual, penjual hanya menjawab
bahwa surat-surat yang lainnya sudah hilang. Meskipun begitu masyarakat
hanya ingin membeli motor bodong yang masih ada surat-suratnya, walaupun
tidak lengkap, misalnya hanya ada STNK nya saja. Jika tidak memiliki sama
sekali masyarakat juga tidak akan mau membelinya.*®

Dari paparan yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik
membahas lebih jauh persoalan ini dengan judul “Jual Beli Motor Bodong Di
Kalangan Masyarakat Kecamatan Seunagan Dalam Perspektif Akad Ba i Al-

Musawwamabh.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, naka dalam hal ini penulis
merumuskan beberapa permasalahan yakni:

1. Bagaimana keabsahan transaksi jual beli motor bodong di kalangan
masyarakat Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya dalam
hukum positif?

2. Apa saja faktor penyebab terjadinya transaksi jual beli motor bodong
di kalangan masyarakat Kecamatan Seunagan Kabupaten nagan Raya?

3. Bagaimana akad Ba’i A/-Musawwamah terhadap praktik jual beli
motor bodong di kalangan masyarakat Kecamatan Seunagan

Kabapaten Nagan Raya?

13 Hasil wawancara dengan Aulia Rahmatillah sebagai pembeli motor bodong,
warga Desa Gampong Cot Lhe Lhe, tanggal 31 Oktober November 2022,



C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan yang ingin
dicapai oleh penulis dalam penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya transaksi
jual beli motor bodong dari pada motor baru di Gampong Nigan
Kecamatan Seunagan.

2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum positif dalam
menyikapi jual beli motor bodong di kalangan masyarakat Kecamatan
Seunagan.

3. Untuk mengetahui bagaimana praktik dari pada akad Ba'i Al-
Busawwamah terhadap jual beli motor bodong di kalangan masyarakat

Kecamatan Seunagan.

D. Penjelasan Istilah
Dalam penulisan karya ilmiah, penjelasan istilah sangat diperlukan untuk
menghindari kekeliruan dan kesalahan dalam memahami istilah-istilah yang
terdapat dalam penulisan, maka istilah tersebut dijelaskan sebagai berikut:
1. Jual beli
Jual beli atau perdagangan dalam istilah figh disebut al-ba’i yang
berati menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaily mengartikannya secara
bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata al-ba’i
dalam bahasa arab terkandung digunakan untuk pengertian lawannya,
yaitu kata al-syira’ (beli). Dengan demikian, kata al-ba’i berarti jual,

tetapi sekaligus jugak berarti beli. Sayyid Sabig, mendefinisikan jual beli
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ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan, atau
memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.'*

Menurut ulama Hanafiah yang dikutib oleh Wahbah al-Zuhaily,
jual beli adalah saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu. Atau,
tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara
tertentu yang bermanfaat.

Secara etimologi, jual beli merupakan proses tukar menukar barang
dengan barang.!® Secara terminologi terdapat beberapa pengertian yaitu:

a. Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah tukar menukar barang
dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan;

b. Menurut Ibnu Qudamabh, jual beli adalah tukar menukar barang
dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan
menerima hak milik.®

2. Bodong

Bodong adalah palsu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),
yakni tiruan, surat keterangan, uang dan sebagainya.’
3. Ba’i AI-Musawwamah

Ba’i Al-Musawwamah adalah pihak penjual tidak menetapkan
harga tanpa menyebutkan nilai pokok atau nilai modalnya dan
keuntungan yang didapatkannya. Penetapan harga seperti ini paling
sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dalam transaksi jual beli.t®

14 Abdul Rahman Ghazaly, Figh Muamalat, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018),

him. 67.
15 Rachmad Syafe’l, Figih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), him. 91.
16 Wahbah Az-Zuhaili, Figh Islam w Adillatuhu, Juz 5, (Jakarta: Gema Insani,
2011), him. 26.

17 Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/bodong,

diakses 28 Desember 2022.

33.

18 Ahmat Sarwat, Figih Jual-Beli, (Jakarta: Rumah Figih Publishing, 2018), him.
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E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka penting dalam suatu penelitian, karena berfungsi untuk
menjelaskan kedudukan penelitian yang akan dilakukan oleh seorang peneliti,
dan dapat menghindari penelitian dari pengulangan penelitian yang telah
dilakukan pihak lain. Kajian Pustaka berperan penting dalam rangka
mendapatkan informasi tentang teori-teori yang berkaitan dengan judul yang
peneliti teliti.

Pertama, Jurnal yang ditulis oleh Nahara Eriyanti tentang “Legalitas
Transaksi Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Bukti Kepemilikan dalam Perspektif
Sadd Al-Zari’Ah”. Peneliti ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana status
hukum jual beli sepeda motor tanpa STNK dan BPKB, dimana banyak dari
masyarakat yang melakukan transaksi jual beli sepeda motor tanpa adanya
STNK dan BPKB. Secara umum jual beli yang di lakukan masyarakat telah
memenubhi syarat sah jual beli dalam Islam yang tidak menjelaskan secara rinci
bahwa jual beli sepeda motor tanpa adanya STNK dan BPKB adalah jual beli
yang sah. Berbeda halnya dengan pihak kepolisian yang menyatakan
bahwasanya jual beli sepeda motor tanpa adanya STNK dan BPKB adalah jual
beli yang batal. Berdasarkan uraian diatas yang menjadi fokus penelitian pada
rumusan masalah yaitu: Bagaimana praktek jual beli sepeda motor tanpa bukti
kepemilikan dan bagaimana legalitasnya dari perspektif sadd al-zari’ah.
Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode penelitian studi kasus
selanjutnya dianalisis menggunakan teori sadd al-zari’ah, kemudian dalam
Teknik pengumpulan data penulis menggunakan interview / wawancara.®

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Wiwit Putriawati “Tinjauan Fiqih

Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Kendaraan Bermotor Tanpa ldentitas

19 Nahara Eriyanti, “Legalitas Transaksi Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Bukti
Kepemilikan dalam Perspektif Sadd Al-Zari’ah”Jurnal, (Tawazun: Journal of Sharia
Economic Law,2020).
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di Dusun Cimanggu” Peneliti ini ditujukan untuk mengatahu bagaimana
transaksi jual beli sepeda motor bekas yang tidak di lengkapi dengan dokumen
resmi atau tanpa identitas (bodong). Praktik jual beli sepeda motor tersebut di
lakukan oleh oknum leasing. Jika ditinjau menurut fikih muamalah, praktek
jual beli yang terjadi di Dusun Cimanggu di anggap tidak sah karena tidak
sesuai dengan syarat sah jual beli. Berdasarkan latar belakang masalah
tersebut, maka rumusan masalah yang ingin diketahui dalam penelitian ini
yaitu: Bagaimana pengaturan jual beli dalam figh muamalah. Bagaimana
praktik jual beli sepeda motor tanpa identitas di Dusun Cimanggu. Bagaimana
tinjauan figh muamalah terhadap jual beli sepeda motor tanpa identitas di
Dusun Cimanggu. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode
penelitian deskriptif analitis, Teknik pengumpulan data ditempuh melalui
kegiatan studi Pustaka, dan wawancara, terutama dari kaidah hukum
mu’amalah, yang pada akhirnya dapat menyimpulkan suatu hukum yang pasti
terhadapa objek yang dibahas.?

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Agung Kurniawan Moh. Rasyid
“Transaksi Jual Beli Sepeda Motor Bekas dengan Akad Salam di Desa
Tamberu Laok™ Peneliti ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana praktik
jual beli sepeda motor bekas yang terjadi di Desa Tamberu Laok dapat
disimpulkan belum sesuai dengan kaidah-kaidah akad salam, mengingat
banyak nya keluhan dari pembeli sebagai pihak yang dirugikan. Fenomena
tersebut, karena itu, menjadi isi menarik untuk diteliti guna memberikan
landasan metodelogi-ilmiah yang barisan dengan ketentuan-ketentuan figh
muamalah. Dengan menggunakan metode wawancara, jenis penelitian field

research ini merumuskan dua masalah yang menjadi obyek kajian; pertama,

20 Wiwit Putriawati, “Tinjauan Figih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli
Kendaraan Bermotor Tanpa Identitas di Dusun Cimanggu” Jurnal, (unisba: prosiding
hukum ekonomi Syariah, 2018).
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bagaimana tentang transaksi jual beli sepeda motor bekas didesa Tamberu
Laok, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang, dan kedua bagaimana
elaborasi atau pandangan akad salam terhadap transaksi jual beli sepeda motor
bekas tersebut. Hasil hasil temuan penulis dapat dilihat dari dua hal, pertama
dalam pembelian sepeda motor bekas, pembeli memesan kepada pedagang
dan membayar separu harga terlebih dahulu. Kedua dalam praktik
transaksinya, ditemukan tidak kesesuaian dengan akad salam. Ketidaksesuain
tersebut dapat dilihat Ketika barang pesanan tidak sesuai dengan permintaan
awal, sementara transaksi tetap berlansung dan tidak ada pembatalan.?
Kempat, skripsi yang ditulis oleh Baik Muthmainnah tentang
“Tinjauan Figih Muamalah Terhadap Jual beli Motor Bodong (Studi Di
Teruwai, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah)”. Hasil penelitian ini
menguraikan dan menjelaskan bagaimana sistem Jual beli suatu perjanjian
tukar-menukar barang atau benda yang mempunyai nilai secara suka rela di
antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain
menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan syara’
dan telah disepakati. Yang dimaksud dengan ketentuan hukum ialah
memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada
kaitannya dengan jual beli sehingga syarat-syarat dan rukun-rukunnya
terpenuhi berarti sesua dengan kehendak syara’, Namun, jual beli yang
dilakukan di Desa Teruwai berbeda dari jual beli yang biasanya, dimana
mereka memilih membeli sepeda motor bekas atau second yang tidak
memiliki dokumen lengkap atau dikenal dengan istilah sepeda motor bodong.
Sepeda motor yang tidak memiliki dokumen atau surat-surat lengkap atau

sepeda motor bodong tersebut asal-muasalnya tidak memiliki kejelasan atau

21 Agung Kurniawan, Moh.Rasyid, “Transaksi Jual Beli Sepeda Motor Bekas
dengan Akad Salam di Desa Tamberu Laok” Jurnal, (Al-huquq: Journal of indonesia
Islamic Economic Law, 3 (1), 2021).
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samar karena barang tersebut bisa jadi dihasilkan dari kejahatan pencurian,
atau dokumen surat-surat tersebut hilang. Jual beli sepeda motor bodong
tersebut rupanya menjadi kebiasasaan dimasyarakat Desa Teruwai.??

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Panca Kurnia Sandi tentang “Jual
Beli Atas Kendaraan Tanpa Dokumen Surat Dalam Perspektif Hukum
Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Batanghari Lampug Timur)” skripsi. Pada
penelitian ini, peneliti menjelaskan tentang transaksi jual beli atas kendaraan
tanpa dokumen surat pada sebagian masyarakat sering terjadi, karena harga
barang yang tidak memiliki dokumentasi seperti surat, ketika dikalkulasikan
jauh lebih miring dibandingkan dengan harga jual barang yang memiliki
dokumen surat-surat lengkap. Harga jual kendaraan bekas/second kisaran
tahun 2014 ke atas, untuk Sepeda motor Honda Beat lengkap dengan surat-
surat harganya Rp. 8.000.000, sedangkan sepeda motor Honda Beat yang tidak
memiliki dokumen surat-surat resmi harganya Rp.5.000.000.%

Dari paparan kajian Pustaka diatas penulis ingin membedekan skripsi
skripis diatas atau jurnal diatas terhadap skripsi yang akan penulis teliti, dari
segi judul, akad, tempat yang diteliti saja sudah bisa kita liat sangat berbeda
walaupun tujuan dari skripsi yang penulis cantumkan di kajian pustaka
tersebut tujuanya sama, yaitu ingin melihat bagaimana transaksi jual beli
motor tanpa adanya kelengkapan surat yang lengkap apakah sah jual beli
tersebut. Perbedaan skripsi penulis dengan skripsi atau jurnal diatas iyalah:
pertama dari segi keabshan transaksi jual beli motor bodong di Kecamatan

Seunagan, Gampong Nigan tersebut dalam hukum positif, kedua milihat dari

22 Baiq Muthmainnah, “Tinjauan Figih Muamalah Terhadap Jual beli Motor
Bodong (Studi Di Teruwai, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah)”’Skripsi, (Lombok Tengah;
Falkultas Syariah, UIN Mataram, 2019).

2 Panca Kurnia Sandi, ” Jual Beli Atas Kendaraan Tanpa Dokumen Surat Dalam
Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Batanghari Lampug Timur) Skripsi,
(Lampung Timur; Falkultas Syariah, IAIN Metro, 2020).
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segi apa saja factor-faktor penyebab terjadinya jual beli motor bodong di
Kecamatan Seunagan, Gampong Nigan, ketiga tinjauan akad Ba’i Al-
Buswwamah terhadap praktek jual beli motor bodong di Kecamatan

Seunagan, Gampong Nigan.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian (research methodology) merupakan cara yang
digunakan oleh penulis dalam melakukan pengumpulan dan penelitian.?*
Setiap penulisan suatu karya ilmiah memerlukan data yang lengkap, objektif,
dan valid. Berdasarkan kenyataan yang didukung oleh data-data dan fakta-
fakta dengan permasalahan yang hendak dibahas karena data yang dihasilkan
dari metode ini membantu penulis dalam menghasilkan suatu karya ilmiah
yang diperoleh melalui proses analisis data yang dapat dipertanggung
jawabkan.

Dalam pengertian umum, metodologi penelitian merupakan suatu ilmu
atau studi mengenai sistem, ataupun tindakan investigasi, sedangkan
penelitian merupakan tindakan melakukan investigasi untuk mendapatkan
fakta baru, tambahan informasi dan sebagainya yang bersifat mendalam, akan
tetapi tidak lazim seperti biasanya. Dengan artian lain, metodologi penelitian
merupakan ilmu ataupun studi yang berhubungan dengan penelitian,
sedangkan penelitian menunjukan kegiatan pelaksanaan penelitian.?® Untuk
mendukung kesuksesan suatu penelitian, metode penelitian merupakan hal
yang penting dalam mencapai tujuan yaitu memperoleh solusi dan jawaban

yang akurat sehingga penulis menggunakan metode penulisan berikut :

24 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta:
Rineka Cipta, 2010), him 203.

2> Muhammad Teguh, Metodologi Penelitian Ekonomi, Teori, dan Aplikasi, (Jakarta:
PT Raja Grafindo Persada, 2005), him. 10.
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1. Pendekatan Penelitian

Dalam suatu penelitian, pendekatan merupakan hal yang amat
penting sehingga mampu untuk mendapatkan hal yang akurat dan sesuai
dengan penelitian yang ingin diteliti. Penelitian yang digunakan dalam
penulisan skripsi ini dilakukan secara normatif empiris yaitu penelitian
yang mengkaji tentang bagaimana implementasi dari jual beli motor
bodong dan dokumen tertulis secara faktual pada setiap peristiwa hukum
tertentu yang terjadi dalam masyarakat Gampong Nigan Kecamatan
Seunagan.
2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian kualitatif.
Metode kualitatif yaitu metode yang bertujuan memberikan pemahaman
terkait kejadian terhadap subjek penelitian, nyata dan akurat mengenai
fakta-fakta, pengaturan sosial serta hubungan suatu fenomena yang
diselidiki. Menurut Moleong alat yang digunakan dalam pengumpulan data
untuk penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri dan instrumen penelitian
yaitu pedoman wawancara dan dibantu dengan alat tulis, buku catatan dan
alat-alat yang digunakan dalam mendokumentasikan penelitian seperti
foto, serta mengacu pada pokok pertanyaan yang akan menjadi tujuan
dalam penelitian.?®
3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam

penelitian. Tanpa upaya pengumpulan data berarti penelitian tidak dapat
dilakukan. Namun bukan berarti setelah dilakukan pengumpulan data

penelitian dijamin akan menghasilkan kesimpulan yang memuaskan karena

26 Lexy J Meolong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakaya,
2007), him. 3.
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kualitas penelitian tidak hanya ditentukan oleh keberadaan data, tetapi juga
oleh cara pengambilan data.?” Pengumpulan data yang digunakan pada
penelitian ini yaitu penelitian lapangan (Field Research) dan kepustakaan
(Library Research). Tanpa mengetahui metode pengumpulan data, maka
peneliti tidak akan mendapat data yang memenuhi standar data yang
ditetapkan.

a. Metode Penelitian Lapangan (Field Research);

Penelitian lapangan yaitu mengumpulkan data dengan cara
memperoleh data-data secara langsung dari lokasi penelitian dengan
mewawancarai 5 pihak yang pernah melakukan transaksi jual beli
sepeda motor bodong.

b. Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research);

Metode ini merupakan pengumpulan data skunder dengan cara
membaca dan menelaah buku-buku bacaan, jurnal, artikel dan
sumber literatur lainnya yang berkaitan dengan topik pembahasan
sebagai data bersifat teoritis.?®

4. Teknik Pengumpulan Data
Kecamatan Seunagan terdiri dari 35 Gampong peneliti mengambil
sampel dari 5 gampong yakni; Gampong Nigan, Gampong Krueng Ceh,
Gampong Cot, Gampong Cot Lhe Lhe, Gampong Blang Puuk Nigan
untuk memperoleh data maka penulis menggunakan teknik berikut.?®

27 Mahi M. Hikmat, Metode penelitian dalam Perspektif 1lmu Komunikasi dan
Sastra, (Yogyakarta: Grara Ilmu, 2011), hiIm.71

28 Sumardi Surya Brata, Metode Penelitian, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2003), him.84

2% Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almansur, Metode Penelitian Kualitatif, (Jogjakarta:
Ar-Ruzz Media, 2012), him.164
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a. Wawancara
Wawancara dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk
mendapatkan informasi (data) dari Responden dengan cara
menanyakan secara langsung dan bertatap muka. Adapun peneliti
melakukan wawancara dengan pihak responden dan pihak informatif.
Pihak informatif terdiri 4 wawancara yakni; pihak pegawai Kasat
Lantas dengan bapak Zain, pihak pegawai Kasubag umum Majelis
Permusyawaratan Ulama dengan Tgk Muslim, Pihak Pengacara serta
pegiat ahli hukum bapak Deri Sudarma, Pihak Agen Motor bapak Dek
Gam. Adapun pihak responden terdiri 5 para pembeli motor bodong
tersebut yakni; Ibu Nurlis, Nofriansyah, Zulkifli, Aulia Rahmatilah,
Rahmat Fitrah
b. Dokumentasi
Dokumentsi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel
yang berupa catatan, buku, surat kabar, website, dan lain-lain
6. Teknik Analisis Data

Tehnik analisis data adalah kegiatan mempelajari data yang telah
terkumpul dan mengolahnya menjadi bahan baku dalam mengambil
kesimpulan. Kesimpulan tersebut akan menjadi jawaban atas
permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Jawaban tersebut
diperoleh melalui pengumpulan data dan kemudian di analisa hingga
menghasilkan kesimpulan.

Setelah semua data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh
dan tersaji, peneliti akan melanjutkan kepada tahap pengolahan pada data.
Semua data yang diperoleh dari observasi fakta lapangan, hasil
wawancara dan dokumen-dokumen alam bentuk kajian kepustakaan akan
diklasifikasikan dengan mengelompokkan masing-masing data sesuai

dengan pertanyaan yang timbul dalam penelitian ini agar dapat
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menghasilkan sebuah kajian yang sistematis. Data yang dikelompokkan
tersebut telah dianalisis dengan metode deskriptif yaitu peneliti berusaha
menganalisis data dalam berbagai nuansa sesuai dengan bentuk aslinya,®
sehingga dapat mudah dipahami dan memperoleh kecermatan dan
ketepatan yang objektif dari hasil penelitian ini. Tahap selanjutnya ialah
tahap penarikan kesimpulan dari hasil penelitian.* Tujuan dari analisis
data ialah untuk merangkum setiap data dalam bentuk yang mudah
dipahami dan mudah mudah untuk ditafsirkan sehingga keterkaitan antara
rumusan masalah penelitian dapat dikaji dan diuji.®?
7. Pedoman penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berpedoman kepada Buku
Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Edisi Revisi 2019.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan bertujuan untuk memperoleh karya tulisan
yang baik yang mudah dipahami dan dimengerti oleh pembaca. Maka
sistematika penulisan dan pembahasan yang dihadirkan disini dibagi dalam
beberapa bab yang saling berhubungan dan tiap bab terbagi dalam sub-sub
bab. Adapun sistematika pembahasan dalam penulisan ini adalah:

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi: latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian

pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

30 Farida Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan
Bahasa, Diakses tanggal 1 juni 2022 pada situs: http://I[ppm.univetbandara.ac.id. him.96.

81 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta,
2010), him. 252.

32 Moh Kasiram, Metodelogi Penelitian, (Malang: UIN Malang Press, 2008), him. 128.
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Bab dua merupakan pengertian jual beli dan dasar hukumnya,
pengertian akad Ba’i Al-Musawwamah, Rukun dan Syarat Akad Jual Beli
dalam Figih Muamalah, Transparansi dan Akad Kejelasan Objek Jual Beli,
Legalitas Akad Ba i Al-Musawamah dalam Figih Muamalah Kontemporer.

Bab tiga merupakan gambaran lokasi penelitian, Analisis Keabasahan
Transaksi Jual Beli Motor Bodong di Gampong Nigan Kecamatan Seunagan
dalam Hukum Positif, Faktor-Faktor Terjadinya Transaksi Jual Beli Motor
Bodong di Gampong Nigan Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya,
Analisis Akad Ba’i Al-Musawwamah Terhadap Praktek Jual Beli Motor
Bodong di Gampong Nigan Kecamatan Seunagan.

Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan penelitian berisi
kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan serta saran yang
menyangkut dengan penelitian dan penyusunan karya ilmiah sebagai masukan
ataupun pertimbangan bagi pihak-pihak terkait.



BAB DUA
KONSEP JUAL BELI MOTOR BODONG
DALAM FIQH MUAMALAH

A. Pengertian Jual Beli dan Dasar Hukumnya
a. Pengertian Jual Beli
Jual beli merupakan transaksi yang umum dilakukan masyarakat, baik
untuk memenuhi kebutuhan harian maupun untuk tujuan investasi.® Bentuk
transaksi juga beragam, mulai dari yang tradisional sampai dengan bentuk
modern melalui lembaga keuangan. Secara bahasa adalah jual beli atau
perdagangan dalam Bahasa arab sering disebut dengan kata al-Bay'u, al-
Tijarah, atau al-Mubadalah.** Sedangkan dalam istilah adalah menukar
barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan
melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling
merelakan.®®
Para ulama berbeda pendapat dalam mendefenisikannya, antara lain:®
1. Menurut ulama Hanafiyah
Jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan
cara khusus yang dibolehkan.®’
2. Menurut ulama Malikiyah
Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli

yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.

33 Sri Sudiarti, Figh Muamalah Kontemporer, Cet. 1 (Medan: Febi UIN-SU Press,
2018), him. 74.

% Hendi Suhendi, Figh Muamalah, cet. 9 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 67.
35 Ahmad Sarwat, Figih Jual Beli, (Jakarta: Rumah Figih Publishing, 2018), him. 33.
% Sri Sudiarti, Figh Muamalah Kontemporer..., hlm. 74-75.

87 Al-Kasani, “Badaius Shonai fi Tartibis Syarai”™ dicetak pada bagian pinggir Sri
Sudiarti, Figh Muamalah Kontemporer, (Beirut: Dar lhya Turats, t.t.), him. 133.
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a. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar
sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan
adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar menukar yaitu
salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang
ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah
bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi
sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaat atau bukan hasilnya.

b. Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang
bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai
daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak,
bendanya dapat direalisasi dan ada seketika (tidak ditangguhkan),
tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli
maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau
sudah diketahui terlebih dahulu.®

3. Menurut ulama Syafi’iyah

Jual beli adalah tukar menukar yang bersifat umum sehingga masih

bisa ditukar dengan barang yang lain, seperti menukar uang dengan

pakaian atau berupa barang yang bermanfaat suatu benda

4. Menurut Imam Nawawi dalam al-Majmu .
Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan
sesuai dengan ketentuan syariah.*

5. Menurut Ibnu Qudamah

Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan

hak milik.

38 Abdur Rahman al-Jaziry, “Figh ‘Ala Madzahib al-Arba’ah”, dicetak pada bagian
pinggir Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Beirut: Dar al-Hadits, t.t.), hIm. 151.

3 An-Nawawi, “al-Majmu”, dicetak pada bagian pinggir Hendi Suhendi, Figh
Muamalah, (Mesir: al-Mukabbah al-Taufigiyah, t.t.), him. 130.
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6. Menurut Abi Yahya Zakaria Al-Anshori
Jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau
memindahkan hak milik dengan mendapatkan benda yang lain sebagai
gantinya dengan jalan yang dibolehkan oleh syara’.*°
Dari berbagai defenisi di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli
adalah pertukaran harta antara penjual dan pembeli berdasarkan
kesepakatan harga yang disepakati.
b. Dasar Hukum Jual Beli
Berdasarkan masalah yang di kaji menyangkut masalah hidup
tentunya tidak terlepas dari dasar hukum yang akan kita jadikan sebagai
rujukan dalam menyelesaikan permasalahan yang akan di hadapi. Jual
beli sudah di kenal masyarakat sejak dahulu yaitu sejak zaman para nabi.
Sejak zaman itu jual beli dijadikan kebiasaan atau tradisi oleh
masyarakat hingga saat ini. Adapun dasar hukum yang di syariatkannya
jual beli dalam islam yaitu:
1. Al Quran
Jual beli adalah suatu perkara yang telah dikenal masyarakat
sejak zaman dahulu yaitu sejak zaman para nabi hingga saat ini. Dan
allah mensyariatkan jual beli ini sebagai pemberian keluangan dan
keluasan dari-nya untuk hamba-hambanya itu dalam surat tentang
diperbolehkan jual beli ini didasarkan pada firman allah yang berbunyi:
Q.S. al-Bagarah ayat: 275

40 |mam Tagiyuddin Abi Bakrin Muhammad Al-Hulain, “Kifayatul Akhyar”, dicetak
pada bagian pinggir Hendi Suhendi, Figh Muamalah (Mesir: Dar Alamiyyah Mesir, t.t.), him.
239.
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Artinya:“...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan
mengharamkan riba...”.

_’nﬁ

Maksud dari potongan ayat ini yaitu bisa jadi merupakan bagian
dari perkataan mereka (pemakan riba) dan sekaligus menjadi bantahan
terhadap diri mereka sendiri. Artinya, mereka mengatakan hal tersebut
padahal sebenarnya mereka mengetahui bawasanya terdapat perbedaan

antara jual beli dan riba.**

2. Hadis

Hadis yang membahas mengenai pekerjaa jual beli/berdagang yakni:

f—
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Artinya: “Dari Rafa’ah bin Rafi’r.a bahwasanya Nabi Saw pernah
ditanya “pekerjaan apakah yang paling baik”? beliau menjawab,
“Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli
yang baik . (HR. Bazzar disahkan oleh Al-Hakim).*?
3. Ijma’
Dalil kebolehan jual beli menurut ijma’ ulama adalah telah
sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa

manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa

41 Sofyan. Tafsir Hukum Tema-Tema Kontroversial. (Yogyakarta: Mitra Pustaka,
2013), him. 125

42 Al Hafidz Ibnu Hajar al-Asgalani, Bulughul Maram; Himpunan Hadis-Hadis
Hukum, Ahli Bahasa: Izzudin Karami (Jakarta: Darul Hag, 2016), Cet. ke-3, him. 411.
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bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik
orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang
lainnya yang sesuai.*?

Dari dasar hukum sebagaimana tersebut diatas bahwa jual beli
itu hukumnya adalah mubah. Artinya jual beli itu dibolehkan apabila
dalam jual beli tersebut sesuai yang ditelah disepakati di dalam jual
beli dengan syarat menurut hukum Islam.

Praktek jual beli yang dilakukan orang semenjak Rasullullah
Saw, hingga saat ini menunjukan bahwa umat telah sepakat akan
disyariatkan jual beli. Dari ayat, hadits, dan ijma’ umat islam diatas
diketahui bahwa jual beli diperbolehkan (dihalalkan oleh Allah)
asalkan dilakukan dengan saling rela antara penjual dan pembeli.

Hukum jual beli bisa menjadi haram, mubah, sunnah, dan
wajib atas ketentuan sebagai berikut:

a. Hukum jual beli menjadi wajib pada saat darurat atau
terpaksa yang sangat membutuhkan sekali terhadap
makanan atau minuman sedang ia mampu untuk
melakukan jual beli.

b. Hukum jual beli menjadi haram, jika menjual belikan
sesuatu yang diharamkan oleh syara’ seperti menjual babi.

c. Jual beli hukumnnya sunnah apabila seseorang bersumpah
untuk menjual barang yang tidak membahayakan, maka
melaksanakan yang demikian itu sunnah.

d. Jual beli dihukumnya makruh, apabila transaksi jual

belinya itu pada saat akad selesai.

4 Al-Mushlih Abdullah dan Shalah ash-Shawi, Fikih Ekonomi Keuangan Islam,
(Darul Hagq: Jakarta, 2004), him. 91-92.
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B. Pengertian Akad Ba’i Al-Musawwamah

Ba’i AI-Musawamah menurut Dr Mardani (jual beli dengan tawar
menawar) yaitu jual beli dimana pihak penjual tidak menyebutkan harga
pokok barang, akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang
untuk ditawar. Ini bentuk asal Bai.**

Kata al-Musawwamah berasal dari Bahasa Arab yang berarti tawar
menawar. Sedangkan secara istilah Ba i AI-Musawamah adalah akad jual beli
dimana penjual tidak memberitahukan atau menetapkan harga pokok dan
keuntungan yang didapatnya dari sebuah produk atau sejenis nya dimana
harga ditentukan melalui proses tawar menawar antara penjual dan pembeli
dengan kesepakatan antara dua pihak tersebut dengan saling ikhlas dan ridho
atas kesepakatan yang sebelumnya kedua belah pihak itu bicarakan.
Penenatapan harga seperti ini paling sering dilakukan dalam kehidupan sehari-
hari.*

Tentunya hukum jual beli dengan akad ini dibolehkan dalam islam
karena inti dari akad ini merupakan keikhlasan antara kedua belah pihak lewat
harga yang sudah di bicarakan lewat proses tawar menawar tersebut walaupun,
penjual tidak memberitahukan harganya sekaligus keuntungannya yang
diperoleh, namun kembali lagi dimana jual beli ini dihasilkan dari keikhlasan
dan keridhoan kedua belah pihak tersebut, dan tentunya karena akad ini
merupakan akad yang sering terjadi atau digunakan saat seseorang akan
membeli suatu barang disebuah toko atau bahkan pasar pastinya akad ini yang

sehari hari dipakai.

4 Mardani, FIKIH EKONOMI SYARIAH: Figh Muamalah. (Jakarta:
PREDANAMEDIA Group, 2012), him. 109.

4 Ahmad Sarwat, Figih Jual Beli. (Jakarta Selatan: Rumah Figih Publishing,
2018), him. 33.
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Karena agar transaksi yang kita lakukan merupakan transaksi jual
beli yang benar dan dibolehkan dalam agama kita yakni agama islam, dimana
harus pula diperhatikan oleh setiap penjual maupun pembeli saat bertransaksi
jual beli jangan sampai ada unsur penipuan atau hal yang merugikan orang
lain dalam bertransaksi. Karena tentunya dapat menimbulkan rusaknya jual
beli tersebut bahkan dapat juga menimbulkan dosa pada penjual atau pembeli

saat bertransaksi, sebagaimana Allah subhanahu wata’ala berfirman.

Z A /T-ﬁ 170 2 A 4
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Wabhai orang-orang yang beriman, jangan lah kamu memakan harta

sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa

perniagaan atas dasar suka sama suka diantara kamu. Janganlah kamu

membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang

kepadamu. (QS. An-Nisa’ [4]: 29).%6

Wahbah az-Zuhaili menafsirkan ayat tersebut dengan kalimat
janganlah kalian ambil harta orang lain dengan cara haram dalam jual beli
(jangan pula) dengan riba, maysir, merampas dan penipuan, akan tetapi
dibolehkan bagi kalian untuk mengambil harta milik selainmu dengan cara
dagang yang lahir dari keridhoan dan keikhlasan hati antara 2 pihak dan dalam
ruang lingkup syar’i. Tijarah adalah usaha memperoleh untung lewat jual beli
tak saling rela adalah kesepakatan yang sama-sama muncul antara kedua belah

pihak penjual dan pembeli tanpa ada unsur penipuan.*’

46 Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahannya..., him. 83.

47 Taufiq, “Memakan Harta Secara Bathil (Perspektif Surah An-Nisa: 29 dan At-
Taubah: 34)”. Jurnal llmiah Syari’ah, Vol. 17, No. 2 Juli-Desember 2018, him. 249-250.
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C. Rukun dan Syarat Akad Jual Beli dalam Figh Muamalah
Sebagai salah satu dasar jual beli, rukun dan syarat merupakan hal
yang terangat penting, sebab jika tanpa adanya rukun dan syarat maka jual beli
tersebut tidak sah hukumnya. Maka dari pada itu Islam telah mengatur tentang
rukun dan syarat jual beli:
1. Rukun Jual Beli

Jual beli dianggap sah apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya.
Apabila seseorang akan melakukan Jual beli harus memenuhi syarat-
syarat tertentu. Unsur-unsur yang menyebabkan sahnya jual beli
terpenuhi. Adapun rukun yang dimaksud yaitu adanya penjual dan
pembeli, adanya barang yang akan diperjual belikan, dan adanya sighat
(ijab gabul).

Rukun dan syarat jual beli merupakan suatu ketentuan yang harus
dipenuhi untuk tercapainya suatu akad. Kesempurnaan suatu akad
dikatakan shahih berdasarkan pada terpenuhinya pilar-pilar dari pada
rukun dan syarat suatu akad. Berdasarkan pendapat ulama Hanafiah yang
dikutip dari buku Abdul Rahman Ghozali rukun jual beli adalah ijab dan
gabul yang menunjukkan sikap saling tukar, atau saling memberi.
Berdasarkan Jumhur ulama rukun jual beli harus terpenuhi empat
macam,*® antara lain:

a. Orang yang berakad (al-Muta 'agidain)

b. Barang yang diperjual belikan (Mauqud ‘Alaih)
c. Serah terima (Sighat)

d. Ada nilai tukar pengganti barang.*°

8 \Wahbah az-Zuhaily, Figih Islam Wa Adilatuh, dicetak pada bagian pinggir
Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron lhsan, & Sapiudin Shidiqg, Figh Muamalat, (Beirut; Dar al-
Fikr, 1984), him. 3309.

4 Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron lhsan, & Sapiudin Shidig, Figh Muamalat
(Jakarta: Prenada Media Group, 2010), him. 70-72.
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Perkara ijab dan gabul para ulama figh berbeda pendapat, sebagai
berikut.

1. Menurut Ulama Syafi'iyah ijab dan gabul adalah

P -0 fw 1 5/0 - O//
25 22N A daay

Tidak sah akad jual beli kecuali dengan sighat (ijab gabul) yang
diucapkan.*

2. Menurut Imam Malik
plesally g 35 56 £ 5y
Bahwa jual beli itu telah sah dan dapat dilakukan secara dipahami
saja.>
Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) rukun jual beli
terdiri atas:>?
a. Pihak-pihak

Dalam Pasal 57 KHES disebutkan pihak-pihak yang terikat
dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak

lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
b. Objek

Dalam Pasal 58 KHES disebutkan objek jual beli terdiri atas
benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, bergerak

maupun tidak bergerak, dan terdaftar maupun tidak terdaftar.

>0 Abdur Rahman al-Jaziri, “Figh 'Ala Madzahib al-Arba’ah”, dicetak pada bagian
pinggir Hendi Suhendi, Figh Muamalat (Beirut; Dar al-Hadits, t.t.), him. 155.

51 Hendi Suhendi. Figh Muamalah..., him. 73

52 pysat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani, Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah, edisi Keempat (Jakarta: Kencana, 2020), him. 30-31.



30

Dalam Pasal 76 KHES disebutkan bahwa syarat objek yang

diperjual belikan adalah:

1. Barang yang diperjual belikan harus sudah ada.

2. Barang yang diperjual belikan harus dapat diserahkan.

w

Barang yang diperjual belikan harus berupa barang yang
bernilai /harga tertentu.

Barang yang diperjual belikan harus halal.

Barang yang diperjual belikan harus diketahui oleh pembeli.
Kekhususan yang diperjual belikan harus diketahui.

N g &

Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang
yang diperjual belikan apabila barang itu ada ditempat.

8. Sifat barang dapat diketahui secara langsung pembeli.

9. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu
akad.

Kesepakatan

Dalam Pasal 59 KHES disebutkan (1) kesepakatan dapat
dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat. (2) kesepakatan
sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1) memiliki makna

hukum yang sama.

Dalam Pasal 60 KHES disebutkan kesepakatan dilakukan
untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak,

baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha.

Dalam Pasal 61 KHES disebutkan ketika terjadi perubahan
akad jual beli akibat perubahan harga, maka akad terakhir yang

dinyatakan berlaku.

>3 1bid..., hlm. 34-35.
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Akad adalah suatu ikatan perjanjian antara penjual dan
pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab qgabul
dilakukan, sebab ijab gabul merupakan suatu bentuk kerelaan satu
sama lain. Pada dasarnya ijab gabul dilaksanakan secara lisan
namun bila tidak memungkinkan maka dapat melalui surat

menyurat yang mengandung makna ijab dan gabul.

2. Syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli dalam figh muamalah harus sesuai

dengan rukun sebagai pendapat dari jumhur ulama diantaranya:>*

a. Syarat orang yang berakad harus berakal
Berakal yang dimaksudnya bukan orang gila, sudah mumayiz
dan yang berakad harus orang yang berbeda.
. Syarat yang berhubungan dengan ijab dan gabul
Para ulama sepakat unsur utama jual beli adalah kerelaan
kedua pihak. Para ulama figih berpendapat syarat-syarat ijab gabul
diantaranya: orang yang mengucapkan telah baligh, gabul yang
dilaksanakan sesuai ijab, dan harus dilaksanakan dalam satu
majelis.
. Syarat barang yang diperjual belikan (ma 'qud alaih), antara lain:
Keberadaan barang ada, dapat dipertanggung jawabkan
berfungsi atau difungsikan, milik penjual, dan diserahkan pada saat
akad berlangsung.
d. Syarat nilai tukar (harga barang)
Nilai tukar pengganti barang harus suci, bermanfaat, keadaan

suatau barang dan uang dapat diserah terimakan, barang yang

>4 Abdul Rahman Ghazaly, dan Kawan-Kawan, Figh Muamalat..., him. 70-76.
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diperjual belikan milik penjual atau yang mewakili, dan barang itu

diketahui oleh pembeli dan penjual.

D. Transparansi dan Objek Jual Beli

Kejelasan mengenai objek transaksi sangat diperlukan agar kedua
belah pihak tidak ada perseteruan di masa yang akan datang. Penjual
sebagai pihak yang menguasai objek transaksi harus menjelaskan sedetail
mungkin mengenai barang yang akan diperjual belikan baik itu berupa
kualitas barang, asal usul barang, kejelasan dari suatu barang dan hal apa
saja yang dibutuhkan. Kejelasan objek jual beli merupakan hal yang
penting guna memperjelaskan status dari barang tersebut. Tujuannya
untuk menghindari penipuan dan kerugian yang nantinya akan berdampak
pada ketidak puasan dari salah satu pihak yang bertransaksi. Kejelasan
yang harus diperhatikan dalam objek jual beli adalah sebagai berikut:

1. Objek akad tertentu, maksudnya jual beli objek akad nya harus
ditentukan  sedimikian rupa sehingga dapat mengurangi
ketidakjelasan yang mencolok baik penentuan itu dilakukan dengan
cara menunjukan barang nya atau menunjukan tempatnya yang
khusus jika objek tersebut ada pada waktu akad atau dengan
menjelaskan kualifikasinya serta menjelaskan jumlahnya jika objek
tersebut dapat dihitung. Objek akad itu tertentu artinya diketahui
dengan jelas oleh para pihak sedemikian rupa sehingga tidak
menimbulkan sengketa. Apabila objek tidak jelas dan menimbulkan
sengketa, maka akad nya tidak sah menurut sifatnnya. Ketidakjelasan
yang sedikit sehingga tidak membawa persengketaan, maka tidak

akan membatalkan akad.®®

55 Samsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah Studi. him. 202.
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2. Milik yang yang melakukan akad, hal ini mengandung arti tidak boleh
menjual harta milik orang lain atau membelanjakan uang orang lain,
kecuali ada izin atau kuasa dari orang yang memilikinya, persyaratan
ini sesuai dengan arti transaksi itu sendiri yaitu pengalihan pemilikan,
transaksi, transaksi hanya boleh dilakukan jika barang yang akan di
alihkan telah menjadi miliknya.>®

3. Memberi manfaat menurut syara’, konsumen harus lebih jeli membeli
dalam suatu barang. Apakah barang yang akan dibeli itu bermanfaat
atau tidak, jika tidak di khawatirkan hanya akan membuang-buang
uang ke hal yang tidak bermanfaat. Pihak penjual harus mejelaskan
manfaat dari barang dagangannya ke konsumen yang tertarik untuk
membeli barang tersebut. Alasannya adalah yang hendak diperoleh
dari transaksi ini adalah manfaat itu sendri. Jika barang tersebut tidak
ada manfaatnya, bahkan dapat merusak seperti hewan buas dan
patung maka tidak dapat dijadikan objek transaksi. Tidak boleh
menjual suatu barang yang tidak ada manfaatnya, karena hal itu
termasuk dalam arti mubazir harta dan dilarang oleh agama.®’

4. Mengetahui status barang (kualitas, kuantitas, jenis dan lain-lain),
barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui jumlahnya, masa
atau kuantitasnya dan atau jenisnya. Tidak boleh memperjualbelikan
sesuatu yang tidak diketahui kualitasya dan kuantitasnya mengenai
objek transaksi. Alasannya dilarang sesuatu yang tidak jelas itu
adanya unsur penipuan padanya, demikian itu berlawanan dengan

prinsip suka sama suka dalam transaksi.

%6 Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Figh (Jakarta: Kencana, 2010) him. 197.

5" Tbnu Mas’ud dan Zainal Arifin, Figh Mazhab Syafi’l 2 (Bandung: Pustaka Setia,
2007), him. 31.
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a. Kejelasan kualitas objek jual beli. kesesuaian antara barang dan
harga merupakan tujuan seseorang untuk membeli barang yang
bagus, maka dari itu mutu barang harus diperhatikan dalam segala
transaksi. Contohnya dari segi kualitas yaitu larangan membeli
hewan dalam kandungan, karena kualitas dari jenis hewan
tersebut saat lahir belum dapat dipastikan apakah janin tersebut
akan sehat atau cacat. Sementara pihak pembeli tetap membayar
sejumlah harga sesuai kesepakatan di awal.>®

b. Kuantitas objek jual beli, banyak atau ukuran dari objek jual beli
harus ditentukan secara pasti dalam suatu transaksi, kuantitas
inilah yang menjadi patokan seberapa banyak barang yang
menjadi akad jual beli. Sehingga antara jumlah dan harga yang
harus dibayar sesuai. Jangan seperti kasus ijon, di mana penjual
menyatakan akan membeli buah yang belum tampak di pohon
dengan penentuan harga yang diberikan kepada pemilik.
Transaksi tersebut terdapat ketidakpastian mengenai jumlah buah
yang akan dijual kepada pembeli, karena sejak awal tidak ada
kesepakatan yang terkait akan hal itu. Dengan demikian banyak
atau tidak hasil panen yang akan didapat bahkan walaupun panen
tersebut akan gagal, maka harga yang telah ditetapkan tetap
berlaku sesuai dengan penetapan harga pada awal akad.

5. Barang tersebut dapat diterima oleh pihak yang melakukan akad,

barang sebagai objek jual beli dapat diserahkan pada saat akad

58 Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Figh dan Islam, (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2007), him. 33.
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berlangsung, atau barang diserahkan pada waktu yang telah disepakati
bersama ketika akad berlangsung.*

6. Hak Khiyar, sebelum terjadi kesepakatan jual beli. Seharusnya pihak
penjual menjelaskan apakah ada atau tidak hak khiyar dalam transaksi
tersebut sehingga pihak pembeli merasa ada jaminan jika barang yang
dibelinya aman. Hak khiyar ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang
yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam
transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju
dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Tujuan
diadakan khiyar oleh syara’ berfungsi agar kedua orang yang berjual
beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh,
supaya tidak akan terjadi penyesalan di kemudian hari karena merasa
tertipu.

E. Legalitas Akad Ba’i Al-Musawwamah dalam Figih Muamalah

Kontemporer
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Legalitas

mempunyai arti perihal keadaan sah atau keabsahan. Berarti legalitas adalah
berbicara mengenai suatu perbuatan atau benda yang diakui keberadaannya
selama tidak ada ketentuan yang mengatur.®® Adapun pada akad Ba'i Al-
Musawwamah, jual beli Ba’i musawwamah adalah jual beli dengan harga
yang disepakati kedua belah pihak, tanpa melihat harga hasil pembeli. Dalam
transaksi ini pembeli bebas menawar harga barang yang akan dibelinya.
Terjadinya jual beli ini sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jual beli

ini merupakan jenis yang umum dan rutin dalam penjualan dimana harga

5 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2003), him. 124.

60 Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/legalitas
diakses 28 Desember 2022.
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komoditas yang akan diperdagangkan tergantung tawar menawar antara
penjual dan pembeli. Tidak seperti murabahah, penjual pada musawamah
tidak berkewajiban untuk mengungkapkan biayanya. Kedua pihak
bernegosiasi pada harga. Ba i Musawwamah dapat digunakan dimana penjual
tidak dalam posisi untuk memastikan secara tepat biaya komoditas yang iya
menawarkan untuk dijual.

Akad Ba’i Al-Musawwamah terlaksana antara penjual dan pembeli
berdasarkan harga barang/harga asli pembelian penjual yang diketahui oleh
pembeli dan keuntungan yang di ambil oleh penjual pun diberitahukan kepada
pembeli.

1. Syarat dan Rukun Musawwamah®!
a. Syarat

1) Penjual tidak memberi tahu biaya modal kepada nasabah

2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang di tetapkan

3) Kontrak harus bebas dari riba

4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas
barang sudah Pembelian

5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan
pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.

b. Rukun

1) Penjual (Ba 1)

2) Pembeli (Musytari’)

3) Modal atau uang

4) Objek Jual beli (Mabi’)
5) Harga (Tsaman)

61 Muhammad, Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (Panduan teknis
pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah), (Yogyakarta: Ull Press, 2019),
him, 58.
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6) ljab Qabul
Tawar menawar (musawwamah) bisa terjadi apabila syarat dan rukun
dalan jual beli sudah terpenuhi tanpa ada satupun yang terlewat. Jadi pada
intinya tawar menawar hanya bisa dilakukan apabila syarat dan rukun jual beli
suda terpenuhi. Ba’i Al-Musawwamah terlaksana antara penjual dan pembeli
berdasarkan harga barang/harga asli pembelian penjual yang diketahui oleh
pembeli dan keuntungan yang di ambil oleh penjual pun diberitahukan kepada

pembeli.?

62 Sri Sudiarti, Figh Muamalah Kontemporer..., him. 88.
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TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK
JUAL BELI MOTOR BODONG PERSPEKTIK
AKAD BA’I AL-MUSAWWAMAH

A. Gambaran Lokasi Penelitian
Dalam hal ini penulis ingin

memperjelas keadaan Kecamatan

Seunagan, maka dibawah ini penulis menarasikan gambaran umum tentang

wilayah Kecamatan Seunagan, yang mana di wilayah tersebut penulis meneliti

tentang transaksi praktik jual beli motor bodong. Kecamatan Seunagan ialah

Kecamatan yang ada di Kabupaten Nagan Raya dengan Ibu Kota Kecamatan

Jeuram. Secara geografis Kecamatan Seunagan terletak.%®

Tabel: 1.1: Letak Geografis Kecamatan Seunagan

Sebelah Utara

Sebelah Selatan

Sebelah Barat

Sebelah Timur

Berbatasan  dengan  Kecamatan
Seunagan timur

Berbatasan dengan Kecamatan Suka
Makmue

Berbatasan dengan Kabupaten Aceh
Barat

Berbatas dengan Kecamatan Beutong

Sumber Data: Dokumentasi Kecamatan Seunagan 2021

3 BPS Kabupaten Nagan Raya Kecamatan Seunagan dalam Angka 2021 pada

tanggal 01 November 2022.
39
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Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada peta Kecamatan Seunagan Kabupaten
Nagan Raya di bawah ini:

Gambar 1.1: Peta Kecamatan Seunagan
Sumber Data: Data Geografis BPS Kecamatan seunagan

/7 ‘, — \’\\ 7 ] / /
) 8
Kecamatan Seunagan terdiri dari 35 gampong yaitu, Blang Murong,

Lhok Padang, Paya Undan, Blang Pu’uk Kulu, Kulu, Kuta Aceh, Krueng

Ceukou, Paya Udeung, Kuta Paya, Rambong Cut, Rambong Rayeuk, Bantan,
Blang Pu’uk Nigan, Krueng Ceh, Nigan, Gampong Cot, Cot Lhe Lhe, Kuta
Baro Jeuram, Jeuram, latong, Alue Buloh, Krueng Mangkom, Pante Cermin,
Padang, Lhok Parom, Blang Pateuk, Cot Kumbang, Kuta Kumbang, sapek,
Kuta Sayeh, Parom, Blang Baro, Peurelak, Alue Tho, Alue Dodok. Dari 35
Gampong di Kecamatan Seunagan terbagi kepada 5 kemukiman diantaranya
kemukiman Jeuram, Parom, Nigan, Paya Udang dan Kulu. Secara geografis
wilayah Kecamatan Seunagan memiliki luas sebesar 57,73 km, seluruh

daratan dengan jumlah penduduk 15924, %

64 BPS Kabupaten Nagan Raya Kecamatan Seunagan dalam Angka 2021 pada
tanggal 01 November 2022.
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B. Analisis Keabsahan Transaksi Jual Beli Motor Bodong di Kalangan
Masyarakat Kecamatan Seunagan dalam Hukum Positif

Transaksi merupakan antara satu orang dengan orang yang lain yang
berupa tukar-menukar suatu barang dengan benda yang lain berdasarkan tata
cara dalam hukum tertentu. Pada kenyataanya dalam kehidupan sehari-hari,
seperti halnya jual beli merupakan penukaran benda dengan uang. Terjadinya
jual beli karena adanya perbedaan kebutuhan hidup antara satu orang dengan
orang yang lainnya. Satu pihak memiliki benda atau barang, tetapi
membutuhkan uang, sementara itu pihak yang lain memiliki uang, tetapi
mereka membutuhkan benda. Kedua belah pihak tersebut dapat mengadakan
transaksi jual beli dimana antara keduanya melakukan transaksi tersebut atas
dasar sama-sama ikhlas atau sama-sama membutuhkan.®®

Jual beli merupakan aktivitas yang paling banyak dilakukan
masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, maka dari itu harus ada ketentuan
yang jelas yang mengatur mengenai hal tersebut. Adapun tujuan adanya aturan
tersebut, yaitu untuk melindungi kedua belah pihak, agar para pihak tidak ada
yang dirugikan. Ketentuan transaksi jual beli telah diatur dalam berbagai
Undang-Undang di Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 64,
bahwasanya setiap pemilik kendaraan bermotor harus diregistrasikan dan jika
beli second registrasi berupa perubahan identitas Kendaraan Bermotor dan
pemilik.®

Lalu diperjelas lagi dalam Pasal 68 ayat 1 Undang- Undang Republik

Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

85 Khumedi Ja“far, Hukum Perdata Islam, cet. 1 (Lampung: Permata, 2016), him.
103.

® Hasil wawancara dengan M. Amin, Pihak Polsek Nagan Raya, Tanggal 02
November 2022.
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dinyatakan bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib
dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor
Kendaraan Bermotor (TNKB). Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data kendaraan bermotor,
identitas pemilik, nomor registrasi kendaraan bermotor, dan masa berlaku.
Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat kode wilayah, nomor registrasi, dan masa berlaku. Tanda Nomor
Kendaraan Bermotor harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna,
dan cara pemasangan.

Dalam Pasal 68 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, setiap pembelian
sepeda motor harus dilengkapi dokumenya guna sebagai kejelasan identitas,
tata tertib dan sebagai pencegah dari tindak kejahatan. Undang-undang telah
mengatur bagaimana semestinya transaksi jual beli sepeda motor tersebut.
Kepemilikan sepeda motor tidak dapat terlepas dari kelengkapan dokumen
sebagai idintitas kepemilikan yang sah. Fungsi dokumen dalam jual beli
sepeda motor yaitu memperjelas status dari kendaraan itu sendiri, kejelasan
tersebut diperlukan guna menghindari adanya tindak kejahatan yang dapat
merugikan salah satu pihak.®’

Dokumen yang dimaksud dalam pasal tersebut tentunya adalah
dokumen yang asli, karena tidak dapat dipungkiri pada beberapa kasus marak
beredar dokumen palsu yang membuat banyak pihak merasa dirugikan.
Tindak pidana berupa pemalsuan suatu surat dapat dijumpai ketentuannya
dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang
berbunyi:

67 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan Pasal 64-68.
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(1). Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat
menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang
diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk
memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya
benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan
kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam
tahun.

(2). Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja
memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian
surat itu dapat menimbulkan kerugian.®®

Kemudian dalam Pasal 8 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen juga
dikatakan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak,
cacat, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar
atas barang dimaksud. Jika pelaku usaha melanggar Pasal 8 ayat (2) UU
Perlindungan Konsumen, berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan
Konsumen, pelaku usaha dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5
(lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000 (dua miliar
rupiah).

Larangan bagi penjual dalam menjual barang yang tidak bagus atau
cacat juga tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHPer).% Pasal 1504 dikatakan bahwa penjual harus menanggung barang
itu terhadap cacat tersembunyi, yang sedemikian rupa sehingga barang itu
tidak dapat digunakan untuk tujuan yang dimaksud, atau yang demikian

mengurangi pemakaian, sehingga seandainya pembeli mengetahui cacat itu,

88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Tindak Pidana Berupa
Pemalsuan Suatu Surat Dapat Dijumpai Ketentuannya Pasal 263 Ayat 2.

89 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) tentang Larangan Bagi
Penjual Dalam Menjual Barang Yang Tidak Bagus Atau Cacat Pasal 1504-1509.
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ia sama sekali tidak akan membelinya atau tidak akan membelinya selain
dengan harga yang kurang. Walaupun penjual sendiri tidak mengetahui
adanya cacat tersebut, penjual tetap harus menjamin barang terhadap cacat
tersembunyi, kecuali telah diperjanjikan bahwa ia tidak menanggung apapun.
Akan tetapi penjual tidak wajib menjamin barang terhadap cacat yang
kelihatan dan dapat diketahui sendiri oleh pembeli.

Konsumen sebagai pemakai suatu barang tentunya dalam membeli
sesuatu harus mendapat kualitas dan kuantitas seperti yang diharapkan, maka
dari itu untuk mendapatkan suatu barang yang sesuai konsumen dijamin hak-
haknya dalam Undang- Undang. Hak konsumen sesuai dengan Pasal 4
Undang- Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) No.8 Tahun 1999 adalah:

a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam
mengkonsumsi baarang atau jasa.

b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang
dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta
jaminan yang dijanjikan.

c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang dan/atau jasa.

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa
yang digunakan.

e. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila
barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau
tidak sebagaimana mestinya.

f. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perUndang- Undangan

lainnya.”

70 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
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Selain ketentuan dan sanksi yang berkenaan dengan kejelasan
dokumen kendaraan bermotor, para pihak yang melakukan akad jual beli juga
terancam pidana jika objek yang menjadi akan terbukti hasil dari tindak
kejahatan. Pihak agen dapat dikenakan pasal pencurian, sedangkan pihak
pembeli dapat dikenakan pasal penadah barang curian. Sebagaimana yang
tertuang dalam KUHP Pasal 362 “Barangsiapa mengambil sesuatu barang,
yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan
maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena
pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda
sebanyak-banyaknya Rp 900 (sembilan ratus rupiah).”

C. Faktor Terjadinya Transaksi Jual Beli Motor Bodong di Kecamatan
Seunagan Kabupaten Nagan Raya

Kendaraan sepeda motor merupakan salah satu alat transportasi yang
digunakan masyarakat Kecamatan Seunagan untuk kepentingan, karena di
wilayah Kecamatan ini tidak terdapat alat transportasi umum yang dapat
digunakan untuk menunjang kegiatan sehari-hari baik menuju ke tempat kerja
maupun untuk berbagai aktifitas lainya. Sepeda motor lebih praktis digunakan
dalam berbagai kegiatan dan hemat biaya. Hampir semua masyarakat
Seunagan mempunyai sepeda motor ini, sehingga menyebabkan kebutuhan
sepeda motor tidak berkurang. Oleh karena itu transaksi sepeda motor di
Kecamatan Seunagan masih tinggi peminatnya, meskipun harga sepeda motor
baru cenderung tinggi, namun tidak mengurangi minat sebagian masyarakat
Kecamatan Seunagan untuk mempunyai sepeda motor terutama sepeda motor
baru, hal ini hanya terjadi pada sebahagian kecil masyarakat saja. Sedangkan

sebahagian masyarakat lainnya cenderung meminati sepeda motor bodong,

"l Hasil wawancara Dengan Deri Sudarma, Pegiat Ahli Hukum, tanggal 03
November 2022.
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hal ini sesuai dengan kemampuan ekonomi mereka yang keterbatas atau
finansial untuk membeli dan mendapatkan sepeda motor baru.

Peminat kendaraan sepeda motor bodong ini juga mempunyai dua
klasifikasi, yaitu peminat kendaraan sepeda motor bodong yang kondisinya
masih layak pakai, karena tahun produksinya masih cenderung tinggi seperti
keluaran tahun 2015, 2016 dan 2017. Namun ada juga sebagian masyarakat
yang memiliki keterbatasan finansial sehingga mereka cenderung mencari
sepeda motor dengan hargan yang murah, dan cenderung memiliki risiko
tinggi, karena masa pakai yang sudah lama, misalnya tahun penggunaan
kendaraan tersebut baik tahun 1995an maupun awal tahun 2004an. Namun ada
juga pembeli sepeda motor yang mencari kendaraan motor dengan harga lebih
murah lagi, karena hanya mampu memiliki kendaraan motor yang tidak layak
pakai dari sisi legalitas hukumnya karena tidak memiliki kelengkapan surat
sebagali identitas kendaraan bermotor tersebut.

Kondisi ini cenderung sangat fatal atau beresiko, karena dapat
dipastikan pembeli sepeda motor akan berhadapan dengan berbagai ketentuan
hukum yang bersifat praktis terutama terkait dengan legalitas kepemilikan
kendaraan bermotor tersebut yang sangat sulit untuk dibuktikan secara yuridis
formal dalam ketentuan perundang-undangan Indonesia. Namun kenyataan ini
tetap harus dihadapi masyarakat karena tidak memiliki pilihan lain yang lebih
praktis, sehingga meskipun dihadapkan pada permasalahan hukum seperti ini
sebahagian masyarakat Kecamatan Seunagan tetap memiliki preferensi untuk
membeli sepeda motor tersebut. Ada beberapa penyebab atau faktor yang
menjadi alasan kenapa transaksi sepeda motor bodong terus berlangsung dari
tahun ke tahun. Diantaranya vyaitu: faktor pekerjaan, faktor ekonomi,
kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hukum dan dampaknya.

Berikut ini penulis jelaskan preferensi masyarakat terhadap transaksi

jual beli motor bodong sebagai berikut:
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1. Faktor Pekerjaan

Masyarakat Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya pada
umumnya bekerja sebagai petani ataupun berkebun. Perkebunan yang
menjadi fokus masyarakat saat ini adalah kelapa sawit. Tanaman
kelapa sawit saat ini merupakan salah satu jenis tanaman perkebunan
yang menduduki posisi penting di sektor pertanian umumnya di Aceh,
dan sektor perkebunan khususnya di Nagan Raya, hal ini disebabkan
karena nilai komoditi kelapa sawit yang menghasilkan nilai finansial
secara ekonomi masih sangat baik dan masih ditekuni oleh sebagian
besar masyarakat di kawasan Nagan Raya.”> Setiap tahunnya
perkebunan ini terus meluas seiring banyaknya pembukaan lahan yang
akan ditanami kelapa sawit oleh masyarakat baik di kalangan petani
maupun masyarakat pemodal besar yang berinvestasi pada sektor ini.

Pertumbuhan perkebunan kelapa sawit akan diimbangi dengan
bertambahnya tenagan kerja yang akan terserap untuk mengelola
perkebunan tersebut. Baik mulai dari pembukaan lahan, penanaman,
perawatan dan proses panen membutuhkan banyak tenagan. Sehingga
pemilik kebun baik perorangan maupun perusahaan komersial akan
menggunakan jasa orang lain untuk melakukan pekerjaan semua itu.
Bentuk buah kelapa sawit yang siap panen akan mengalami perubahan
bentuk, dari pertama kali bisa dipanen yaitu kurang lebih berumur 4
atau 5 tahun tergantung cara pemupukan lebih baik. Setiap satu hektar
kebun kelapa sawit rata-rata akan menghasilkan 1.2 ton, maka dengan
beban sedemikian rupa membutuhkan tenagan yang besar untuk

mengangkutnya. Para pekerja tidak akan mampu mengangkut hanya

2 Hasil wawancara dengan Zulkifli, salah seorang pemilik kebun kelapa sawit
sekaligus pembeli sepeda motor bodong, warga Desa Gampong Cot, tanggal 04 November
2022,
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mengandalkan kekuaatan fisiknya untuk memindahkan tandan buah
kelapa sawit yang telah dipanen.”™

Di lahan sawit yang tidak selalu datar bahkan cendrung berbukit,
maka setiap pekerja akan menggunakan kendaraan untuk
mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah dipanen dari pohonnya.
Kendaraan yang bisa digunakan adalah sepeda motor, karena alat
transportasi ini lebih praktis dapat digunakan diperkebunan berbukit
dan jalan yang tidak dapat dilewati mobil. Seiring kebutuhan sepeda
motor yang terus meningkat maka para pekerja kebun kelapa sawit
akan mencari sepeda motor bekas yang dapat menunjang pekerjaan
mereka. Jika mereka harus membeli sepeda motor yang masih baru
maka akan sangat disayangkan, karena kegunaan kendaraan tersebut
hanya diperuntukan untuk menuju ke empat bekerja saja. Kendaraan
yang sering digunakan untuk angkutan maka tidak akan terasa nyaman
lagi jika harus digunakan untuk kegiatan bersosial di masyarakat.

Sepeda motor bekas yang hanya digunakan sebagai penunjang
kerja di perkebunan dinilai masih terlalu mahal bagi beberapa orang,
karena sepeda motor bekas harganya di atas Rp 8.000.000. (Delapan
juta rupiah), tergantung bentuk dan kualitasnya. Beberapa tahun
belakangan ada beberapa orang yang menawarkan sepeda motor
bodong dengan harga yang jauh lebih murah, yaitu hanya berkisar Rp
6.000.000 (Enam juta rupiah), namun kendaraan tersebut hanya
mempunyai diantara salah satu suratnya saja. Semenjak itu, beberapa

orang yang lebih cendrung mencari sepeda motor bodong dari pada

73 Hasil wawancara dengan Zulkifli, salah seorang pemilik kebun kelapa sawit
sekaligus pembeli sepeda motor bodong, warga Desa Gampong Cot, tanggal 04 November
2022.
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sepeda motor bekas yang suratnya masih lengkap, bahkan dalam satu
rumah ada yang memiliki lebih dari satu sepeda motor bodong.”
2. Faktor Perekonomian

Penghasilan atau pendapatan setiap orang itu berbeda-beda, ada
yang lebih dari pemenuhan kebutuhan sehari-hari, ada yang hanya
cukup untuk memenuhi kebutuhan standar sehari-hari bahkan ada juga
yang penghasilannya sangat rendah sehingga untuk memenubhi
kebutuhan primernya seorang pekerja harus bekerja keras dengan
semaksimal mungkin agar tercapai kebutuhannya. Dengan demikian
sebagian kecil masyarakat yang ekonominya rendah juga
membutuhkan kendaraan bermotor untuk untuk bekerja agar tercapai
kebutuhan sehari-hari. Contoh nya seperti seorang masyarakat yang
bernama ibu nurlis yang harus menafkahi dua orang anak,
membutuhkan kendaraan yang murah guna membantu mempermudah
segala aktifitasnya, karena kurang mampu jika harus membeli
kendaraan dengan harga di atas RP 6.000.000 (Enam juta rupiah).
Dengan pendapatan yang pas-pasan selalu disisihkan demi mencukupi
kebutuhan hidup dan untuk membeli kendaraan yang dapat
membantunya menempuh jarak yang cukup jauh ketika bekerja,
karena selama ini beliau hanya menumpang kendaraan bermotor
pulang pergi dengan kawan satu pekerjaannya. Hal tersebut yang
membuat seorang Ibu Nurlis mau tidak mau harus membeli motor
bodong agar mudah dalam menempuh pekerjaannya.” Contoh ini

sangat banyak ditemui di kalangan masyarakat Kecamatan Seunagan,

74 Hasil wawancara dengan Nofriansyah, salah seorang pembeli motor bodong
tanpa kelengkapan surat, warga Desa Gampong Krung Ceh, tanggal 05 November 2022

75 Hasil wawancara dengan lbu Nurlis, salah seorang pembeli sepeda motor
Bodong, warga Desa Gampong Nigan, Tanggal 06 November 2022.
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karena faktor ekonomi ini menjadi kenapa masyarakat harus membeli
motor bodong.

3. Faktor Kurangnya Pemahaman Terhadap Hukum di Dalam
Masayarakat Serta Akibatnya

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pembeli, maka dapat
dijelaskan bahwa sebagian pembeli sepeda motor bodong ini
mengetahui konsekuensi hukum yang dapat menjerat mereka.
Masyarakat paham jika sepeda motor yang telah dibeli tersebut jika
terbukti dari hasil tindak kejahatan maka mereka dapat dikenai sanksi
hukum berupa hukuman pidana karena dapat didakwa sebagai bagian
dari pelaku kejahatan yaitu dapat disebut sebagai pihak penadah
barang curian. Namun yang membuat sebagian masyarakat tersebut
tetap membeli sepeda motor bodong adalah belum adanya bukti bahwa
kendaraan tersebut adalah hasil dari tindak pencurian, dan belum
adanya masyarakat yang mendapat sanksi hukuman ketika Polantas
mendapati masyarakat memiliki kendaraan yang tidak dilengkapi
dengan surat tersebut.’

Selama ini yang terjadi hanyalah ketika didapati ada masyarakat
yang memiliki sepeda motor bodong maka pihak berwenang hanya
mengamankan sepeda motor yang tidak jelas siapa pemiliknya dan
tidak akan mengembalikannya lagi. Pihak Satlantas Nagan Raya tidak
memungkiri bahwa banyak beredar sepeda motor bodong di kalangan
masyarakat, hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya sejumlah
kendaraan yang terkena razia sejak 2 tahun yang lalu namun tidak

pernah diambil oleh pihak pemilik yang sah, karena syarat

76 Hasil wawancara dengan pak Miswar, Pihak Satlantas Nagan Raya, Tanggal
07 November 2022
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pengambilan sepeda motor yang telah terkena razia adalah dengan
menunjukkan surat STNK dan BPKB asli. Sampai saat ini belum ada
tindakan khusus yang dilakukan pihak Satlantas karena tidak adanya
laporan dari masyarakat. Tanpa adanya laporan maka pihak
berwenang tidak dapat menyusuri sampai ke desa-desa untuk mencari
kendaraan yang tidak dilengkapi dengan surat yang sah’’.
D. Analisis Akad Ba’i Al-Musawwamah Terhadap Praktek Jual Beli
Motor Bodong di Kalangan Masyarakat Kecamatan Seunagan

Ba’i AlI-Musawamah menurut Dr Mardani (jual beli dengan tawar
menawar) yaitu jual beli dimana pihak penjual tidak menyebutkan harga
pokok barang, akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang
untuk ditawar. Ini bentuk asal Bai.”

Kata al-Musawwamah berasal dari Bahasa Arab yang berarti tawar
menawar. Sedangkan secara istilah Ba i Al-Musawamah adalah akad jual beli
dimana penjual tidak memberitahukan atau menetapkan harga pokok dan
keuntungan yang didapatnya dari sebuah produk atau sejenis nya dimana
harga ditentukan melalui proses tawar menawar antara penjual dan pembeli
dengan kesepakatan antara dua pihak tersebut dengan saling ikhlas dan ridho
atas kesepakatan yang sebelumnya kedua belah pihak itu bicarakan.

Secara sederhana transaksi jual beli menggunankan akad Ba'i Al-
Musawamah dapat diartikan sebagai juga peralihan hak dan kepemilikan
antara satu orang dengan orang lain.

Sebelum menganalisis jual beli sepeda motor bodong, maka penulis

ingin menjelaskan sekilas tentang ketentuan jual beli. Barang yang

7 Hasil wawancara dengan pak Miswar, Pihak Satlantas Nagan Raya, Tanggal
07 November 2022

8 Mardani, FIKIH EKONOMI SYARIAH: Figh Muamalah. (Jakarta:
PREDANAMEDIA Group, 2012), him. 109.
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diperjualbelikan itu harus diketahui oleh pembeli dengan terang terangan
mengenai zatnya, bentuk, kadar, dan sifat-sifatnya sehingga terhindar dari
penipuan.”

“Jual beli motor bodong yang perlu digaris bawahi ada dua konteks
yang pertama motor bodong hasil curian dan motor bodong dalam artian
kehilangan surat dalam arti seperti kebakaran”. Ketika jual beli motor bodong
hasil curian maka jual beli tersebut tidak sah dalam hukum agama Islam dan
hukum negara. Sedangkan motor bodong hasil dari kehilangan surat karena
insiden sperti kebakaran maka sah jual beli tersebut dalam hukum agama
Islam akan tetapi dalam hukum negara tetap tidak sah karena dalam hukum
negara harus adanya surat tanda milik motor tersebut. Secara hukum agama
Islam jual beli mempunyai syarat yaitu hak milik sempurna maka jual beli
motor bodong hasil dari kebakaran tersebut sah dalam hukum agama Islam
walaupun tidak mempunyai surat karena surat tersebut tidak tercantum dalam
kitab, dalam hukum agama Islam tidak ada jual beli surat menyurat.
Sedangkan bagi pembeli ketika sudah melihat barang tersebut dan sudah
sesuai sebagaimana yang diharapkan oleh si pembeli maka jual beli tersebut
sudah sah secara hukum agama Islam, karena dalam agama Islam bermula jual
beli itu saling ridha meridhai .2

Mengenai pihak yang melakukan jual beli tidak ada permasalahan,
karena barang yang akan diperjualbelikan tersebut iyalah milik yang
mempunyai kuasa terhadap barang tersebut. Pihak penjual yaitu seorang agen
yang berasal dari Kabupaten Nagan Raya, sedangkan pihak pembeli adalah

masyarakat yang latar belakangnya adalah pekerja di perkebunan kelapa

9 Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron lhsan, & Sapiudin Shidig, Figh Muamalat,
(Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), him. 77.

80 Hasil wawancara dengan Tgk Muslem, Pihak MPU Nagan Raya, Tanggal 08
November 2022.
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sawit. Kemudian mengenai sighat yaitu ijab gabul yang dilaksanakan oleh
kedua belah pihak sebagai tanda kesepakatan, di mana penjual dan pembeli
saling sepakat untuk melaksanakan jual beli dengan cara tersebut. Selanjutnya
nilai tukar pengganti barang yang juga terpenuhi dalam jual beli ini, di mana
nilai tukar yang digunakan yaitu berupa nilai sejumlah uang yang ditukarkan
dengan barang. Seterusnya yang harus dipenuhi dalam rukun jual beli serta
hubungan akad Ba i Al-Musawwamah mengenai objek dalam jual beli.®

Pada dasarnya barang yang dijadikan objek jual beli tidak ada masalah,
karena barang yang diperjualbelikan berupa sepeda motor dari sinilah akad
Ba’i Al-Musawwamah digunakan karena penjual dan pembeli Saling
menawarkan.®? Berdasarkan hasil penellitina mengenai kesepakatan kondisi
surat-surat keterangan yang harus diterima yaitu:

1). barang yang diperjualbelikan juga harus bisa dimanfaatkan. Mengenai
manfaat, kita semua tahu bahwa sepeda motor bermanfaat untuk menunjang
kehidupan sehari-hari terutama para petani yang membutuhkan alat
transportasi untuk mempermudah menjalankan aktivitasnya.

2). mampu menyerahkan barang, maksudnya barang tersebut haruslah
dapat diserahterimakan kepada pihak pembeli saat akad maupun dalam waktu
yang telah ditentukan. Jual beli sepeda motor tanpa kelengkapan dokumen
tidak ada masalah dengan syarat ini, karena saat terjadi transaksi objek sudah
berada di tempat dan dapat langsung dilihat oleh pihak pembeli. Pihak agen
langsung datang ke rumah calon pembeli dengan sepeda motor tersebut.
Transaksinya secara langsung saat itu juga jika ada kesepakatan.

3). Pemilik sah dari barang yang akan melakukan akad atau mempunyai

hak terhadap barang yang akan dijual, mengenai hal ini ada kejelasan siapa

81 Akhmad Farroh Hasan, Figh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer...,
him. 112.
82 Mardani, FIKIH EKONOMI SYARIAH: Figh Muamalah..., him. 109.
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pemilik sepeda motor yang dijual oleh agen atau penjual kedua. Dalam praktik
jual beli inipun ada memiliki sebagian dokumen diantara salah satunya berupa
STNK, sebuah kendaraan bermotor dapat pastikan pemilik dari kendaraan
bermotor akan tetapi surat tersebut tidak lengkap hanya sebagian.® Sedangkan
dalam Pasal 68 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dinyatakan bahwa setiap
kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan Surat
Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor
(TNKB), maka dengan demikian transaksi jual beli sepeda motor tanpa
dokumen telah tidak dapat memenuhi ketentuan dari pasal tersebut. Karena
tidak lengkap dokumen berbagai spekulasi masalah yang memungkinkan
terjadi pada pembeli yang hendak membeli motor bodong pada si penjual.
Berdasarkan hasil penelitian Setiap pengendara yang tidak dilengkapi Surat
Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan
Bermotor iya bisa di denda paling banyak Rp 500 ribu rupiah tentu ini
merupakan resiko pembeli yang harus iya terima apabila transaksi jual beli
telah dijalankan Hal terburuk dari semua itu adalah iya pembeli dipidana
dengan pidana kurungan paling lama dua bulan sesuai dengan (Pasal 288
ayat 1).

4). Mengetahui status barang (kualitas, kuantitas, jenis dan lain-lain),
dalam hal ini sedikit informasi yang diberikan penjual kepada calon pembeli.
Secara umum pihak penjual mempersilahkan calon pembeli untuk melihat dan
mencoba sepeda motor yang akan dibeli. Sehingga secara langsung calon
pembeli dapat menilai apakah sepeda motor tersebut masih layak dipakai atau

tidak. Keuntungannya di sini adalah pihak pembeli mengetahui apa saja

8 Hasil wawancara dengan Rahmat Pitrah, salah seorang yang pernah menjual
sepeda motor miliknya karena hanya mempunyai STNK nya saja, warga Desa Gampong
Blang Puuk Nigan, tanggal 09 November 2022.
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kekurangan yang dia lihat dan dia rasakan, namun kerugiannya adalah pihak
pembeli tidak mengetahui kondisi mesin yang sebenarnya sepeda motor
bodong hanya sebagian kelengkapan dokumen tersebut. Mengenai kualitas
motor kondisional ada yang masih dalam kondisi baik artinya motor masih
kuat mengenai permesinan dan ada juga kendaraan yang sudah tua tentu prima
mesin juga turun sesuai harga. Tentu pembeli mengetahui ini semua pada
hendak melakukan transaksi.

5). Barang tersebut dapat diterima oleh pihak yang melakukan akad,
barang sebagai objek jual beli dapat diserahkan pada saat akad berlangsung,
atau barang diserahkan pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad
berlangsung. Syarat ini tidak ada permasalahan, karena pihak pembeli
langsung menerima sepeda motor saat adanya kesepakatan.

Sebagaimana telah dijelaskan cara menetapkan harga atau keuntungan
dalam jual beli bodong ini sesuai kesepakatan artinya ini sesuai dengan bentuk
Bai al-musawamah. Bai al-musawamah adalah jenis jual-beli sebagaimana
dikenal dalam kehidupan sehari-hari, yaitu harga dari komoditas yang
diperjualbelikan dicapai melalui tawar-menawar antara penjual dan pembeli
tanpa merujuk kepada harga pokok penjual atau biaya yang dipikul oleh
penjual 8 Tidak seperti halnya dengan murabahah, penjual dalam Bai al-
musawamah tidak diwajibkan untuk mengungkapkan biaya pembelian barang
tersebut (harga pembelian dan biaya-biaya untuk memperoleh barang
tersebut). Dalam hal praktik jual beli motor bodong jual beli motor bodong di
kalangan masyarakat Kecamatan Seunagan tidak mempermasalahkan
keuntungan diperoleh penjual dari hasil jual beli motor bodong ini karena

masyarakat yang membeli pun masih menganggap hal ini wajar dikarenakan

8 Ahmad Sarwat, Figih Jual Beli. (Jakarta Selatan: Rumah Figih Publishing,
2018), him. 33.
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masyarakat hanya ingin kondisi mesin tersebut masih layak dipakai untuk
menunjang mata pencaharian.

Syarat-syarat yang berlaku pada Bai Al-Musawamah. Artinya, baik
syarat-syarat yang menyangkut barang yang diperjualbelikan, cara
pembayaran atas harga barang, tentang risiko atas barang selama barang
tersebut belum dijual kepada pembeli, adalah sama saja dengan yang berlaku
bagi murabahah. Satu-satunya pengecualian adalah bahwa dalam Bai Al-
Musawamah penjual tidak diharuskan untuk mengungkapkan rincian harga
perolehan barang dan besarnya keuntungan penjual.®

Tentunya hukum jual beli dengan akad ini dibolehkan dalam Islam
karena inti dari akad ini merupakan keikhlasan antara keduan belah pihak
lewat harga yang sudah ditentukan lewat proses tawar menawar tersebut
walaupun, penjual tidak memberitahuan harga pokok atau keuntungan yang
diperolehnya namun kembali lagi dimana jual beli ini dihasilkan dari
keikhlasan dan keridhoan kedua belah pihak tersebut dan tentunya karena
akad ini merupakan akad yang sering terjadi atau digunakan saat seseorang
akan membeli suatu barang disebuah toko atau bahkan pasar pastinya akad
inilah yang sehari-hari kita gunakan. Karena agar transaksi yang kita lakukan
merupakan transaksi jual beli yang benar dan dibolehkan dalam agama islam,
dimana harus diperhatikan oleh setiap penjual maupun pembeli saat
bertransaksi jual beli jangan sampai ada unsur tipu-menipu atau hal yang dapat
merugikan salah satu pihak dalam transaksi, karena tentunya dapat
menimbulkan rusaknya jual beli tersebut bahkan dapat juga menimbulkan

dosa pada penjual atau pembeli, atau bahkan keduanya.

8 Akhmad Farroh Hasan, Figh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer...,
him. 117.
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Dalam praktik jual beli motor bodong dikalangan masyarakat
Kecamatan Seunagan penjual telah memberitahu akan konsekuensi apabila
pembeli tetap melakukan transaksi dalam hal ini pembeli menerima
konsekuensi akan terjadi apabila ini sangat dimungkinkan terjadi pada
sewaktu-waktu. Realitas nya pembeli dominan tidak memperdulikan hal
dikarenakan pembeli hanya ingin kondisi mesin tersebut masih bagus
berdasarkan hasil penelitian pembeli motor bodong tersebut digunakan lebih
sering untuk berkebun sawit saja. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan
motor bodong tersebut akan bermasalah karena tidak sesuai dengan hukum
positif yang mana resiko ini akan ditanggung oleh pembeli.

Mengenai resiko yang terjadi pada praktik jual beli sepeda motor
bodong. Telah diberikan informasi oleh penjual kepada pembeli mengenai
kondisi sebenarnya sepeda motor yang dijual serta informasi mengenai
riwayat atau kepemilikan sepeda motor yang dijual. Mengenai hal ini pembeli
sangat riskan mendapatkan masalah sewaktu-waktu dikarenakan tidak
lengkap dokumen kendaraan bermotor, berdasarkan hasil penelitian dalam
praktik jual beli motor bodong dikalangan masyarakat Kecamatan Seunagan
dalam aktivitas ada beberapa pembeli mengalami kerugian uang adminitrasi
karena dipermasalah oleh pihak sat lalulintas karena tidak lenkap surat
berkendaraan bermotor, tentu hal merugikan pembeli walaupan masalah ini

hanya terjadi pada beberapa pembeli.



BAB EMPAT
PENUTUP

Berdasarkan pembahasan bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis
memberikan kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan. Jual Beli Motor
Bodong di Kalangan Masyarakat Kecamatan Seunagan Dalam Perspektif

Akad Ba’i Al-Musawwamah.

A. Kesimpulan

1. Keabsahan transaksi jual beli motor bodong di kalangan masyarakat
Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya dalam hukum positif,
menerangkan bahwa transaksi jual beli tersebut tidak sah karena
transaksi tersebut tidak memenuhi syarat sah jual beli yang di tetapkan
walaupun kedua belah pihak saling ridho dan suka sama suka.

2. Faktor terjadinya transaksi jual beli motor bodong di Kecamatan
Seunagan Kabupaten Nagan Raya yang dapat peneliti jabarkan bahwa
masyarakat melakukan transaksi tersebut karena beberapa faktor yaitu
faktor pekerjaan, faktor perekonomian, dan faktor kurang nya
pemahaman masyarakat terhadap hukum jual beli motor bodong dan
akibatnya dalam hukum positif.

3. Tinjauan akad Ba’i Al-Musawwamah terhadap praktek jual beli motor
bodong di kalangan masyarakat Kecamatan Seunagan Kabupaten
Nagan Raya menerangkan bahwa transaksi tersebut diperbolehkan dan
sah. Hasil penelitian yang dilakukan, syarat transaksi dalam Islam
tidak menyebutkan bagaiamana ketentuan yang spesifik terhadap
objek seperti surat menyurat karena dalam Islam setiap transaksi jual

beli tersebut didasari atas suka sama suka.
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B. Saran

Berkenaan dengan analisis gharar dalam praktek jual beli sepeda
motor bodong ada beberapa saran yang penulis ajukan, baik itu untuk praktisi
maupun akademis.

1. Untuk pihak penjual dan agen sepeda motor bodong wajib
menggunakan cara-cara yang dibenarkan oleh hukum Islam dan
hukum positif dalam melakukan jual beli sepeda motor bodong. Jika
hal ini tidak dilakukan maka akan merugikan salah satu pihak yang
melakukan transaksi. Untuk melakukan transaksi apapun seharusnya
segala bentuk informasi yang ada harus dijelaskan kepada calon
pembeli, baik itu kekurangan maupun kelebihan dari objek jual beli.
Bagi pembeli sudah seharusnya lebih teliti dan berhati-hati agar risiko
kerugian dapat diminimalisir dalam setiap tindakan, terutama dalam
melakukan transaksi.

2. Kepada para pihak yang melakukan transaksi yang seharusnya telah
memahami bagaimana akibat dan resiko jual beli motor bodong
apabila diberikan sanksi oleh hukum positif yang diberlakukan agar
tetap tunduk, karena dalam hukum tersebut transaksi jual beli yang

demikian dilarang.
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02 November 2022 yang dialamatkan kepada Kami, penhal seperti tersebut
diatas.

2. Untuk maksud but, kami dara untuk dapat memberikan data
atau dok yang diperiukan kepada Saudara Aldi Munandar dalam rangka
melaksanakan Penelitian Penyel Skripsi di Gampong Saud denga
judul * JUAL BELI MOTOR BODONG DI KALANGAN MASYARAKAT
KECAMATAN SEUNAGAN DALAM PERSPEKTIF AKAD BA'l AL-
MUSAWWAMAH".

3. Demikian untuk dimaklumi dan tenma kasih,-

eFanonr

A Jse
. 19711010 199103 1 007

Tombusan:

2. Bapak Bupat Nagan Raya & Suka Makmue:
3 Ketua DPRK Nagan Raya di Suka Makmue:
Chbgon -



PEMERINTAN KABUPATEN NAGAN RAYA
KECAMATAN SEUNAGAN
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] JEURAM
Nomor S 820 100 Teotam, 09 November 2022
Lampean
Ponhal Dukungan  Penclitian Hnlah Kepada Yih,
sobagal bahan Data Skeips! di Dk Fakukne /64
b i o Syonah dan
Kecamatan Sounana..uu ko OIN A Raniry
D
Banda Aceh

1. Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultis Syatiah dan Hukum (DIN AICRANTIRY) Nomor @ 5950/
Un/Un O8/FSH.1/PP.00,9/11/2022 tanggal 12 Novembier 2022, Perihal Mahon 120 Meagornpolkan
Data Skeipsh, Atas nama yang tersebul dibawah ol

Nama + Aldh Munandar

NIM : 180102140

Program Studi ¢ Syariah dan Hukum

Semester 1 Ganjil 2022/2023

Judul Skripsi 1 Jual Bell Motor Bodong DI Kalangan Masyarakat Kecamatan Seunagan Datam
Perspektif Akad Ma't Al-Musawwamah”

2. Terhadap hal tersebut diatas, kami menerangkan babwa kegistan g Data sebag
bahan Skripsi telah dilaksanakan dan telah selesal scbagalmana diharapkan.

3. Demikian yang dapat kami sampaikan atas perhation dan kerjasamanya kami  ucapkan
terimakasih,

/Nl. CAMAT SEUNAGAN,
‘ ( Sokrotaris Kecomaton

14 v
% P
ISFANDIAR, SE
NIP, 16711010 109103 1 007

1. Bapak Bupati Nagan Raya di Suka Makmue:
2 Ketua DPRK Nagan Raya di Suka Makimue:
3 Pertinggal
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Lampiran 4: Protokol wawancara dengan Saklantas, MPU, Penjual,
Pembeli, Pegiat Ahli Hukum

PROTOKOL WAWANCARA
Judul Skrips : Jual Beli Motor Bodong Di Kalangan Masyarakat

Kecamatan Seunagan Dalam Perspektif Akad Ba i Al-

Musawwamabh.

Waktu Wawancara: -

Hari/Tanggal : Minggu / 30 Oktober 2022
Tempat : Gampong Nigan
Yang Diwawancarai : Penjual Motor Bodong

Daftar Wawancara Kepada Penjual Motor Bodong

1. Berapa jumlah pembeli motor bodong dalam satu tahun?

2. Apakah ada pembeli yang mengeluh terhadap motor bodong yang
penjual, jual belikan?

3. Jenis motor apa saja yang diminta oleh pembeli?

4. Apa saja kelengkapan surat-surat dari motor tersebut?

5. Sebelum terjadinya transaksi adakah perjanjian tertentu antara penjual
dan pembeli?

6. Apakah ada dari pembeli sendiri yang meminta mencarikan motor
dengan tidak harus mempunyai kelengkapan surat untuk menunjang
pekerjaan nya sendiri?

7. Apakah penjual memberitahukan apa saja konsekuensi jika membeli

motor bodong yang hanya mempunyai salah satu surat nya saja?



PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Jual Beli Motor Bodong Di Kalangan Masyarakat
Kecamatan Seunagan Dalam Perspektif Akad Ba i Al-

Musawwamah.

Waktu Wawancara: -

Hari/Tanggal : Kamis / 03 November 2022
Tempat : Via Telepon Seluler
Yang Diwawancarai : Pegiat Ahli Hukum

Daftar Wawancara Kepada Pegiat Ahli Hukum Nagan Raya

1. Adakah hukuman tindak pidana bagi pelaku transaksi jual beli motor
yang hanya memiliki salah satu surat diantara STNK dan BPKB jika
suatu saat bermasalah apakah akan di tindak pidanakan bagi pelaku
transaksi jual beli motor tersebut?

2. Adakah undang-undang tindak pidana bagi pelaku transaki jual beli
motor yang tidak mempunyai surat yang lengkap jika suatu hari nanti

bermasalah?
PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skrips : Jual Beli Motor Bodong Di Kalangan Masyarakat
Kecamatan Seunagan Dalam Perspektif Akad Ba i Al-

Musawwamah.

Waktu Wawancara: -

Hari/Tanggal : Senin / 07 November 2022
Tempat : Saklantas Nagan Raya
Yang Diwawancarai : Anggota Saklantas

Daftar Wawancara Kepada Saklantas Nagan Raya
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1. Bagaimana pandangan bapak terhadap status STNK dan BPKB dalam
memiliki kendaraan bermotor? Apakah penting, wajib, atau hanya
sekedar syarat berkendaraan bermotor di jalan raya?

2. Bagaimana jika pemiliki kendaraan bermotor tidak memiliki STNK
dan BPKB, apakah dengan tidak adanya surat tersebut bisa menuding
seseorang bahwa kendaraan motor yang dimilikinya bukan kendaraan
miliknya?

3. Dan bagaimana status hukum jual beli kendaraan bila tidak diikuti
dengan adanya STNK dan BPKB? Apakah sah atau batal jual beli
tersebut?

4. Adakah peringatan pertama bagi pengendara bermotor yang hanya
memiliki salah satu suratnya saja seperti BPKB, sedangkan STNK
kendaraan bermotor tersebut hilang (kebakaran) sebelum diraziakan

kendaraan motor tersebut?
PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skrips : Jual Beli Motor Bodong Di Kalangan Masyarakat
Kecamatan Seunagan Dalam Perspektif Akad Ba’i Al-

Musawwamabh.

Waktu Wawancara: -

Hari/Tanggal : Selasa / 08 November 2022
Tempat : MPU Nagan Raya
Yang Diwawancarai : Tgk Muslem Bidang Fatwa

Daftar Wawancara Kepada MPU Nagan Raya

1. Bagaimana jual beli motor dalam agama Islam?
2. Ketentuan apa saja atau syarat apa saja yang harus diperhatikan ketika

membeli motor dalam agama Islam?
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3. Apakah jual beli motor bodong sah dalam agama Islam ketika motor
yang akan diperjualbelikan hanya mempunyai salah satu suratnya saja?
PROTOKOL WAWANCARA
Judul Skrips : Jual Beli Motor Bodong Di Kalangan Masyarakat
Kecamatan Seunagan Dalam Perspektif Akad Ba i Al-

Musawwamah.

Waktu Wawancara: -

Hari/Tanggal : Rabu / 09 November 2022
Tempat : Kec Seunagan, Kab Nagan Raya
Yang Diwawancarai : Pembeli Motor Bodong

Daftar Wawancara Kepada Masyarakat Nagan Raya Yang Membeli Motor
Bodong

1. Kenapa bapak/ibu ingin membeli kereta bodong tersebut sedangkan
motor bodong tersebut cuma mempunyai salah satu surat nya saja?

2. Kenapa bapak/ibu memilih kereta bodong tersebut sedangkan masih
ada kereta yang baru dan terjamin kenyamanannya?

3. Apakah bapak/ibu tidak takut sewaktu-waktu motor bodong tersebut
bermasalah?

4. Adakah kesepakatan antara penjual dengan bapak/ibu sebelum
melakukan transaksi jual beli motor bodong tersebut jika nanti motor
bodong mengalami kerusakan dalam jangka waktu satu bulan?

5. Apakah motor bodong yang bapak/ibu belikan membantu bapak dalam

menunjang pekerjaan rutinitas sehari-hari bapak di kebun sawit?
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Lampiran 5: Dokumentasi Hasil Penelitian

% G R

Wawancara dengan pa Zéfn selaku Wawancara dengan tgk Muslem ihak
Pihak saklantas Nagan Raya, serta MPU Nagan Raya Bersama anggota
Pengambilan foto serta penggambilan foto

Wawancara dengan Nofriansyah Wawancara dengan Ibu Nurlis pihak
Pihak pembeli motor bodong, serta Pembeli motor bodong serta
pengambilan foto pengambilan foto
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Wawancara dengan Rahmat Pitrah
Pihak yang pernah menjual motor milik
sahnya yang hanya mempunyai STNK
nya saja, serta pengambilan foto



